
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIFIAN UMUM KAIIUPATEN SUMBAWA BARAT
NoMOR: 7 I PL.os.2-Kpt/ S2O7lKPU-Kab I tI / 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

BARAT NOMOR: 50 / PL. 03. 2 -Kpt / 5207 I Kab I X I 20 L9 TENTANG PEDOMAI{ TEKMS
PENCAIONAI{ PBMILIFIAN BTIPATI DAI{ WAKILBUPATI

KAEIUPAXEN SI-]MBAWA BARAT TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2OL7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota telah dil,akukan perubahan, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 202A;
b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5O|PL.O3.2-
Kpt/52O7 /KablKl20lg tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2O2O;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50 /PL.03.2-
Kpt/52O7 /Kab/X/2O79 tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2O2O;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 145)

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OlL tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 101, Tambahan
Iembaran Negara Republik indonesia Nomor 52aQ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2074 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang..
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Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan lJmum, Sekretariat Komisi
Pernilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum KabupatenfKota, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O3 Tahun 2OLZ
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlZ Nomor S26l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OLZ tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
03 Tahun 2OL7 Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor
1586);

6. ftrahrran Komisi Pemihhan Umum Nomor 8 Tahun 2O19
tentang Tata Keq'a Komirsi Pemilihan tlmum, Komisi Pemilihan
Umum hovinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupa.ten ll<ota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OLg
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Watikota
Tahun 2O2O;

Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat Nomor 4a/PL.O2.1-BA/520711<PU-
Kab/ll/202O tanggal24 Februari 2O2O tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Barat tenteng Fedoman Tehrb Femilihan Bupati dan Wakit Brryati
Sumbarrxa Baxat Thhun W*,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2O2O.
Menetapkan Perubahan Atas Hornan Telcris Pencabnan
Femifihan Bupati dan Wakil Bupati IGbupaten Sumbauxa Barat thhun
wn.
Perubahan Atas Pedoman Teknis Pencalonan sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam I"ampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini, yang terdiri atas :

a. L.ampiran I: Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

KEDUA
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Sumbawa Barat Tahun 2A2O.
b. I"ampiran II: Formulir Pencalonan pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2O2O.
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat daram penerimaan dan fasilitasi pencalonan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun 2O2O.
Pedoman sebagaimana rlirnaksud dalam Diktum KESAru menjadi
acu€ul bagi Partai Politik, Gabungan partai politik dan Calon
Perseorangan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun 2O2A.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 25 Februanz0z}

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

DENI{Y SAPUTRA

ttd

dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

BARAT
Hukum,

ARIAT
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PEDOMAN TEKNIS PENCAI.ONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUMBAWA BARAT TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasat 13 huruf d dan huruf j
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati meliputi:

l menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. menetapkaa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah memenuhi

persyaratan.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2O2O, yang menyebutkan bahwa KPU

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 7 / PL.O2.2-Kpt / 5207 / KPU -Kab / It / 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR

50/PL.03.2-KPT/5207lKab/x/2019 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT

TAHUN 2O2O
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Kabupaten / Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupate n /Kota
pedoman telmis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
berpedoman pada Peraturan ini.

tentang

dengan

B MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sumbawa Barat Tahun 2O2O ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun
202O, yang pelaksanaannya berdasarkan asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi;

1. efektivitas; dan

m. aksesibilitas.

2. Pasangan Calon dalam memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi persyaratan calon dan
pencalonan baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang

diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tahapan pendaftaran

hingga penetapan dan pengumumar pasangan calon yang memenuhi syarat
sebagai peserta pemilihan.

PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020,

selanjutnya disebut Pemilihan Sumbawa Barat Tahun 2O2O, adaJeh

pelaksanaan kedaulatan ralryat di witayah Kabupaten Sumbawa Barat

c

D
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untuk memilih Bupati dan wakil Bupa.ti Kabupaten sumbawa Barat
secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut
Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah pemilu Anggota Dewan
Perwalilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Ralryat
Daerah atau Pemilu Presiden dan wakil presiden atau pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan pating akhir.

3. Komisi Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Kpu adalah lembaga
penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan Umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang
mengatur tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, setanjutnya
disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang
mengatur tentang Pemilihan

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut
KPU Kabupaten Sumbawa Barat, adalah lemb"ga penyelenggara

Pemilihan Umum sebagaimana dimalsud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan
Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang
Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat ppK adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat ppS, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Ke1urahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu

adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
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Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembege penyelenggaraan

Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

Umum di wilayah Provinsi ssfagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan
tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Pemilihan.

10. Badaa Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya
disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan
umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yarrg diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut panwas

Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah
Kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat ppl. adalah
petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di Desa/ Kelurahan.

13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik

Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020.

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
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PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon yang disusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai

Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta

E

dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) partai

Politik yang bersangkutan.

16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah
Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para sekretaris
Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/ kota atau
dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

Rumah tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan Calon bersama-

sarna dengan Partai Politik atau Gabungan partai politik yang

mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan

yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut
Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik atau
perseorangan yang disaftarkan atau mendaftar kepada KpU Kabupaten
Sumbawa Barat untuk mengikuti Pemilihan.

19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut
Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan calon yang telah memenuhi

syarat dan ditera.pkan sebagai peserta Pemilihan.

20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan

mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan

tidak ada hubungan secara teloris (pidana) dan administratif dengan

menteri yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia.

22. Mentei adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak
asasi manusia

23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan
perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang

bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang

terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

25. Hari adalah hari kalender.
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Pemilihan; dan/atau
Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam
proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak,

kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan

peraturan perundang-undangan. (Pasal 3A1 )

Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil

Bupati, secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-

masing Partai Politik. (Pasal 3A2)

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa Barat Tahun 2O2O dengan memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sejak penetapan

Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan NarkoLika

Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang

melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik

dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyataka

sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya

karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda

2

3

4
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dengan rezim yang sedang berkuasa;
g. bagr terpidana y€mg tidak menjalani pidana di dalam per{ara

meliputi:
1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa leuisl;
2. terpidana karena alasan politik;
wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

h. bagl Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka
mengemukakan kepadapublik;

i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang;
j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan

Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya

yang merugikan keuangan negara;

o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak

pribadi;

q. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Watikota atau Wakil
Bupati/Wakil Walikota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati,

dengan ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan
jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan

pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua

paling singkat selama 2 % (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2l jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1

(satu), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota
dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/
Wakil Walikota;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-
turut; atau
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c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama

atau di daerah yang berbeda;

4l perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % (dua

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada

angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir
masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan

angka 4), berlaku untuk:

a) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang

diangkat oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten/ Kota; atau

b) jabatan Bupati / Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil

Walikota karena perubahan nama Kabupaten / Kota.

belum pemah menjabat sebagai:

1) Gubernur, Wakil Gubernur, bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati

di daerah yang sama; atau

2l Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

3) Bupati atau Walikota bagr Calon Wakil Bupati atau Calon

Wakil Walikota di daerah yang sama;

berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati

atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan

diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Sumbawa Barat dari

kabupaten/ kota lain.

menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara

selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Sumbawa

Barat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Sumbawa Barat;

tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau

Penjabat Walikota;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Ral5zat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

menyatalan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa sejak ditetapkan

sebagai calon;

berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak

ditetapkan sebagai calon; atau

t.
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y. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat ca-lon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi
penyandang disabilitas.

3. Syarat tidak pemah sebagai terpidana s6!agaim6n6 dimaksud pada angka

t huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tef4p.

4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada

angka I huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk
iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon
yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang teruerifikasi

pada Dewan Pers yang berisi:

a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara

atau Mantan Terpidana;

b. jenis tindak pidananya; dan

c, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang.

5. Iklan pengumumar sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan
dengan ketentuan:

a. paling sedikit I (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa

pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;

b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter

kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan)

halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau

halaman terakhir;

c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf
a paling kurang memuat:

1) nama lengkap;

2l tempat tanggal lahir;

3) jenis kelamin;

4) alamat;

5) pendidikan; dan

6) pekeq'aan

d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4
huruf b dan huruf c paling kurang memuat:

1) jenis tindak pidana;
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2l nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap;

3) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani

pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan,

atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang

menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam

penjara bag terpidana sebagaimana dimaksud

pada angka I huruf g;

4l nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang

bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal

calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

menjelang bebas; dan

5) nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan

bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan

sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari

Kepolisian.

Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara

sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhitung sejak tanggal bakal

calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya

sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf I dikecualikan bagi:

a. pemakai narkotika karena alasan kesehatan;

b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya

sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses

rehabilitasi; atau

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban

yang berdasarkanpenetapan/putusanpengadilandiperintahkan

untuk meqialani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai

menjalani proses rehabilitasi.

Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka I
huruf e dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a.

PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a. PenetapanPersyaratanPencalonan

6

8

B
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1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan persyaratan
pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan partai politik,

dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebelum
pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

2l Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu partai

Pottik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling
sedikit 2oo/o (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB atau 25yo (dua puluh
lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu

Terakhir.

b. Pengusulan Bakal Pasangan Calon

l) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan partai politik

mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh paling sedikit 25yo (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf a
ang)<a 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik

yang memperoleh kursi di Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat pada Pemilu Tahun 2019.

2l KPU Kabupaten Sumbawa Barat menghitung sya.rat pencalonan

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, dengan rumus:
a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat hasil pemilu Terakhir x
2U/o (dua puluh persen); dan

b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil pemilu

Terakhir x 25o/o (dua puluh lima persen);

c) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada

huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka pecahan,

dilakukan pembulatan ke atas.

3) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana

dimaksud dalam huruf a angka l, didasarkan pada:

a) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat tentang

penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Tahun 2019;

b) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat tentang

penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Tahun 2019.

4) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat
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sebagaimana dimaksud pada huruf a angka r, disampaikan
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan
Bawaslu Kabupaten.

c. Tata Cara Pengusulan Bakal Pasangan Calon

1) Partai Politik atau Gabungan partai politik hanya dapat
mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk
membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan

Calon.

3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan
kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan

mengikuti Pemilihan.

4l Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah

mendaftarkan Bakal Pasangan calon kepada KPU Kabupaten

Sumbawa Barat, tidak dapat menarik dukungannya sejak

pendaftaran.

5) Dalam hat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik
dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal

Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung
Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat

mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

6) Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan

pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten

Sumbawa Barat, tidak dapat mengundurkan diri sejak

pendaftaran.

7) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6)

mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Pcllitik

yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon

dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan

gugur.

8) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2! ,

ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3),

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing

Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

Perseorangan

a. PenetapanPersyaratanPencalonan
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1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan persyarat€rn

pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi

Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KpU

Kabupaten Sumbawa Barat.

2l Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebaeaimana

dimaksud pada angka 1), didasarkan pada jumlah pemilih yang

tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pada Pemilu Tahun
20t9;

b. PersyaratanPencalonan

l) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon

perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sumbawa Barat adalah paling sedikit lo%o (sepuluh

persen) jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih

tetap pada Pemilu Tahun 2019.

2l Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada

angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan
pembulatan ke atas.

c. Tata Cara Pemberian Dukungan

1) Dukungan sebagaimana dimaksud huruf b hanya diberikan

kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

2\ Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana

dimaksud pada angka 1) yaitu yaitu penduduk yang

tercantum dalarn daftar pernilih tetap pada Pemilu atau
Pemilihan Teralctrir dan/ atau daftar penduduk potensial
pemifih Pemilihan.

3) Dalarn hal penduduk tidak tercantum dalatn daftar
pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir
dan/ atau daftar penduduk potensial pernitih Pemilitran
sebagaimana dimaksud pada angka 2), penduduk tersebut

dapat memberikan dukungan sepanj€mg memenuhi syarat

sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan,

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elelrtronik atau

Surat Keterangan.
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BAB III
PEI{YERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PEI{YERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CAI,ON PERSEORANGAN
1. Pengumuman Jadwal penyerahan Dukungan

a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan jadwal penyerahan
d'okumen dukungan Pasangan Calcln perseorangan, sebelum masa
penyerahan dokumen dukungan.

b. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui media massa cetak
dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KpU
Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Pengumumarr jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

d. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungzrn sebagaimana
dimaksud pada huruf a, mencantumkan:

1) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengenai ketentuan
persyaratan jumlah minimal dukungan pasangan calon
perseorangan dan persebarannya;

2) tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseorangan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat; dan

3) waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseor€rngan.

2. Kewajiban Pasangan Calon perseorangan

a. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen
dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;

b. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten
sumbawa Barat tentang Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat
Tahun 2O2O.

c. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf
b diserahkan paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Tengah

(wrrA).

d. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

1) hari pertama sampai dengan hari keempat penyeratran
dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul
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16.00 Waku Indonesia Tengatr (WITA)

2) hari kelirrra penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan
sarnpai dengan pukul 24.OO Watflr Indonesia Tengah
(wrTA).

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada hurufa berupa:
1) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang

ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model

El.1-KWK Perseorangan;

2l surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat

tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model

B. l. I-KWK Perseorangan; dan

3) rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model

8.2-KWK Perseorangan. (Pasal la)
Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum
dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada

huruf e angka 1) ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan

disampaikan kepada KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2l

dan 3) merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan,

yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan

dibubuhi materai

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1)

dan 2) dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau

sebutan lain.

Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi
jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3)

untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan.

Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana

dimaksud pada huruf e angka 1) yang diterbitkan oleh pemerintah

daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam

wilayah daerah pemekaran dan belum dilalukan perubahan

administrasi kependudukan.

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1),

dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen

f

c

h

I

J

k

I
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m

dukungan kepada kepada KPU Kabupaten Sumbawa barat. (Pasal 15)

Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sglagaimana dimaksud pada huruf l meliputi dokumen:

1) formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak 8.1.1-KWK Perseorangan yang

dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani

oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang

dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Formulir Model B.I-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada

huruf m angka 1) digunakan untuk veriflkasi administrasi dan

sebagai arsip KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK menyampaikan hasil

cetak formulir Model 8.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk
dilakukan verifikasi faktual

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) dapat

disaksikan oleh:

1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
2l Bawaslu Kabupaten.

n

PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Jenis Verifrkasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan, terdiri dari;

a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;

b. Verifikasi Administrasi; dan

c. Verilikasi Faktual.

d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;

e. Verilikasi administrasi perbaikan; dan

f. Verilikasi faktual perbaikan

2. Tahap Verifikasi Dokumen Dukungan

a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya (Pasal

t7)
1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengecekan

terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan

persebarannya dengan cara:

a) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa

formulir Model B, I -KWK Perseorangan;

o

p

B
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b) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang
tercantum dalam formulir Mode1 B. 1.1- KWK perseorangan

seb:gaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf e

ang)<a 2);

c) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam
formulir Model B.2-KWK; dan

d) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya

yang tercantum formulir Model B.2-KWK perseorangan

dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Mode1 B. I-KWK
Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan

dan /atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan
tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal pasangan Calon

Perseorangan.

3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum
dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai

dengan jumlah formulir 8.1-KWK Perseorangan dan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,

Pasaagan Calon perseor€urgan melakukan penyesuai€rn jumlah
dukungan dan persebaran dalam formulir Model E}.2-KWK

Perseorangan.

4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat
dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model 8.2-KWK

Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan,

kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem

Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.

5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas

untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana

dimaksud pada angka 1).

6) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum
pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a

dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan
persebaran, dart/atau tidak memenuhi ketentuan Dokumen

dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan, KpU

Kabupaten Sumbawa Barat :

a) memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan;

dan

b) mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan
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untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen

dukungan.

7l Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah

dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan
Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan

Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten

Sumbawa Barat memberikan Berita Acara Model BA.I-KWK

Perseorangan.

8) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum

pada dokumen telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan

persebaran, KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan tanda

terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-

KWK Perseorangan.

9) Setelah melakukan Pengecekan syarat jumlatr dukungan
dan persebarar.nya, KPU Kabupaten Sumbawa Barat

melakukan verifikasi administrasi. (Pasal 18)

b. VerifikasiAdministrasi

1) Verifikasi administrasi sebagaima.na dimaksud dalam huruf a

angka 9) dilakukan dengan cara:

a) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk

Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal

lahir dan alamat pendukung pada formulir Model 8.1-

KWK Perseorangan dan formulir Model 8.1.1-KWK

Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan;

b) memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.I-KWK

Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu

atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk

potensial pemilih Pemilihan;

c) memverifikasi kesesuaian antara alamat

pendukung dengan daerah Pemilihan;

d) memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

e) memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan

wilayah administrasi PPS;

f) memverifikasi identitas kependudukan untuk
memastikan pemenuhan syarat usia pendukung

dan/atau status perkawinan;

g) memverilikasi terhadap status pekerjaan untuk
memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
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h) memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda

terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan

2l Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir
Model 8.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a,

dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

3) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah

administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf
e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi

syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon

perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan

dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan

lain.

5) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana

dimaksud pada angka 1) huruf f dinyatakan tidak sesuai,

dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

6) Dalam hal pada formulir Model B. I-KWK Perseorangan terdapat

pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri

Sipil, penyelengga-ra Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa,

dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai

dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model

B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan

verifikasi faktual.

7l Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK

Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak
sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu

atau Pemilihan teraktrir dan/atau daftar penduduk potensial

pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Sumbawa Barat

berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil
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untuk meneliti kembali data pendukung yarg bersangkutan

terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

8) Da1am hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) dinas kependudukan da-n catatan sipil menyatakan

bahwa:

a) data kependudukan pendukung benar, dukungan

dinyatakan memenuhi syarat;

b) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan

tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan

c) tidak dapa.t menyatakan kebenaran atas data kependudukan

pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat,

tapi tidak menggugurkan dukungan.

9) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada angka 8) huruf c, ditindaklanjuti

verifikasi falrtual oleh PPS.

10) Hasil koordinasi sebagaimana dimalsud pada angka 8) dan angka

9) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.

11) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun hasil verifikasi

administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK

Perseorangan.

12) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimalsud
pada angka 1 1), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:

a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b) I (satu) rangkap untukPPK;

c) I (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri

Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;

d) I (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau

Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan

e) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa

Barat.

13) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sgfoagaimana

dimaksud pada angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), dan

angka 8) huruf b), KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib

membubuhkan paraf

14) Verilikasi Dukungan Ganda

a) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf g terjadi

apabila:

(1) I (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1
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(satu) kali kepada I (satu) Bakal Pasangan Calon

perseorangan;

(21 dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka

(1), meliputi:

(a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan,

nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir,

dan status perkawinan; atau

(b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;

atau

(3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih

dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

b) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana

dimaksud pada huruf a) angka 2) huruf (a), dukungan

hanya dihitung I (satu).

c) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana

dimaksud pada huruf a) angka (2) huruf (b) dan angka (3),

ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.

d) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun hasil verifikasi

dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA,4-KWK

Perseorangan.

e) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan dokumen

asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada huruf d) kepada:

(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan

(21 PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verilikasi

dukurgan ganda.

Verifikasi Faktual

l) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf b angka 1), PPS melakukan verilikasi

faktual.

2l Verilikasi faktual oleh PPS sebagai6614 dimaksud angka 1),

dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada

Bakal Pasangan Calon perseorangan,

3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat

petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)

setempat sesuai kebutuhan.

4l PPS melakukan verifkasi faktual dengan cara
rnendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah
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dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk
mencocokJ<an kebenaran narna, alannat pendukung, dan
dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan

dokurnen identita.s kependu dukan as[i.

5) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya,

dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi

syarat.

6) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model

BA.S-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan

tidak mendukung dalam formulir Model 8.1.1-KWK

Perseorangan.

7) Dalarn hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia

mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.S-KWK

Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

8) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam / PPL yalrrg

dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagairnana

dimaksud pada angka 7) tidak memberi dukungannya,

dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau

alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS

memberikan catatan pada kolom keterangan.

10) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada

lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan

kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap I (satu)

Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda

tangan/ cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang

didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung

Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model

8.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara

Model BA.S-KWK Perseorangan.

1l) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran

dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon

perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir

Model B. 1. 1-KWK Perseorangan.

12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar

mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan
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tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.S-KWK Perseorangan,

dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari

daftar dukungan.

13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak rnemenuhi
syarat karena hal-hal selain kondisi sebagairnana

dirnaksud pada angka 6, arrgl<a 10, angka 11 dan angl€
12, PPS dan/atau petugas verilikasi faktual mencoret
dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Bawaslu

Kecamatan.

14) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib

mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.

15) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana

dimaksud pada angka 9), PPS melakukan verifikasi faktual

dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon

dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan

seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat

yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiea) hari sejak

pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan

meneliti kebenaran dukungan.

16) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung

Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh

pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 15), PPS hanya

melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

17) Pendukung Tidak Hadir

a) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi

kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna

membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas

akhir penelitian faktual.

b) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas

waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf
a), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan

dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung

tersebut dicoret dari daftar dukungan.

18) Pemanfaatan Telcrologi Informasi

a) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat

menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada

angka 16) karena pendukung sedang sakit atau berada di

luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan,
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Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal

Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi

flaktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

b-) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi

sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dilakukan
sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan

surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan

bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau

berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya

Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

c) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud

pada huruf a) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan

kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan

dilakukan secara online dart seketika (real time) dengan

menggunakan panggilan video (uideo calt) yang

memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap

muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana

dalam verifikasi faktual secara olfline.

d) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b)

dan huruf c) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

e) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan

memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud

pada huruf a), terdapat keraguan terhadap pendukung,

KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPS dan difaslitasi

oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat melakukan

verifikasi kembali terhadap:

(1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat

kesesuaian foto dengan wqjah pendukung pada saat

verifikasi faktual dengan uideo call dilakukan; atau

(2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang

berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan

pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana

dimaksud pada huruf b).

19) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana

dimaksud angka 4 sampai dengan angka 18 ke dalam Berita

Acara Model BA.S-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh
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Ketua dan Anggota PPS.

20) Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada

angk^22 dibuat dalam 5 (tima) rangkap yaitu:
a) I (satu) rangkap untuk setiap Bakal pasangan Calon;
b) 1 (satu) rangkap untuk ppK dengan dilampiri semua

dokumen dukungan setiap Bakal pasangan Calon;
c) 1 (satu) rangkap untuk KpU Kabupaten Sumbawa Barat

melalui PPK;

d) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

e) 1 (satu) rangkap untuk arsip ppS.

21) Tugas PPK

l. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi
dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah ke4'anya paling
lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari ppS

5sfagaimana dimaksud pada angka 2O huruf b).

2. rapat pleno PPK dihadiri oleh:

(1) Bakal Pasangan Calon atau Tim penghubung;

(2) Panwas Kecamatan; dan

(s) PPS.

3. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung, dan panwas

Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan

menunjukkan bukti pendukung.

4. Dalam hal keberatan dapat diterima sebagaimana dimaksud
pada huruf c), PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke

dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK

Perseorangan.

5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya

dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak
dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau Tim

Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model 8A.6-
KWK Perseorangan.

6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) dituangkan dalam Berita Acara Model 8A.6-
KWK Perseorangan,

7. Berita Acara RekapituLasi sebagaimana dimaksud pada

huruf f), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

(1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Balal Pasangan Calon;

(21 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sumbawa

Barat;
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(3) 1 (satu) rangkap untuk panwas Kecamatan; dan
(41 1 (satu) rangkap untuk arsip ppK.

22l, T\rgas KPU Kabupaten Sumbawa Barat

a) KPU Kabupaten sumbawa Barat melaksanakan rapat pleno

terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil
rekapitulasi jumlah dukungan dari ppK di wilayah kerjanya
paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara
dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf g)

angka 2).

b) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri
oleh:

(1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

{21 Bawaslu Kabupaten; dan

(3) PPK.

c) Bakal Pasangan calon atau tim penghubung dan Bawaslu

Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan

menunjukkan bukti pendukung.

d) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c)

dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota, melakukan

pembetulan dan mencatat dalam lampiran BA Model BA.T-

KWK Perseorangan.

e) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c)

tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan

Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima,

Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran

Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

0 Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud

pada huruf a) dituangkan dalam Berita Acara Model E,A.T-

KWK Perseorangan.

g) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf
f), dibuat dalam rangkap 3 {tiga), yaitu:

(1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

(21 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten

Sumbawa Barat;

(3) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten; dan

Penyerahan syarat dukungan perbaikan

1) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat

berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan

persebaran, harus menyerahkan dokumen dukung€rn perbaikan
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kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

2l Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangEm

sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan dengan

ketentuan :

a) jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit
2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan

b) dukungan yang diserahkan sebaeaimana dimaksud dalam

huruf a), berupa:

(1) dukungan baru yang belum pernah memberikan

dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon

manapun; dan/ atau

{21 dukungan lama yang telah diperbaiki, bempa daftar

nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan

wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan

dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;

dan

c) Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa

atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk
perbaikan dukungaa sebagaimana dimaksud dalam huruf
b) angka (1).

3) Perbaikan kekuranganjumlah dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2), harus

dilengkapi pada masa perbaikan

4l Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan sebagai64la dimaksud angka 1) angka 2) dan

angka 3), meliputi dokumen:

a) formulir Model E}.I-KWK Perseorangan Perbaikan;

b) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.I.I-KWK Perseorangan

Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan

dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1

(satu) rangkap salinan; dan

c) I (satu) rangkap asli hasil cetak 8.2-KWK Perseorangan

Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan

5) Formulir Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana

dimaksud pada angka 4) huruf a digunakan untuk verifikasi

administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Sumbawa Barat
6) KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK menyampaikan

hasil cetak formulir Model B.1.I-KWK Perseorangan kepada ppS
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untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.

7l Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dapat
disaksikan oleh:

a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
b) Bawaslu Kabupaten

8) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran,

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari
pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang

sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam

wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan

administrasi kependudukan

pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya

1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengecekan syarat
jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh

prosedur sebagaimsna dimaksud dalam angka 2 huruf a.

2l Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud
pada angka l) perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan:

a) mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan

dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Provinsi/KlP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota sesuai dengan

tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap

perbaikan dukungan; atau

b) tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya,

Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap

verifikasi administrasi perbaikan

Verifikasi administrasi perbaikan

1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan verifikasi

administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan

menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 2

huruf b.

2l Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka

l) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung

telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon

perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat,

dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak
memenuhi syarat

f.
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3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan

sebagaimana dimaksud pada angka 1), dukungan Bakal
Pasangan Calon:

a) dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah
dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sumbawa Barat
melakukan verilikasi faktual terhadap perbaikan dukungan;
atau

b) dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah
dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap

verifikasi faktual perbaikan

g. Verilikasi faktual Perbaikan

1) Berdasarkan hasil verilikasi administrasi perbaikan, ppS

melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi

dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim
penghubung Balal Pasangan Calon untuk menghadirkan

seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan

lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan.

2l Verifikasi faktual secara kolektif selagaimana dimaksud pada

angka l) dilaksanakan dengan menempuh prosedur

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c angka 5)

sampai dengan atg!<a. l4l, angka 17) huruf a), angka 18),

angka 19) dan angka 20).

3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada

angka 1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan
perbaikan

4l Berdasarkan hasil verifikasi falrtual perbaikan oleh PPS, PPK

melaksanakan rekapitulasi hasil verilikasi faktual perbaikan

dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam

ang)<a2 huruf c angka 21).

5) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi fat<tual

sebagaim6ls dimaksud pada angka 4) paling lama 3 Hari sejak

menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.

6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten

Sumbawa Barat melaJ<sanakan rekapitulasi hasil verifikasi

faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati dengan menempuh prosredur sebagaimana

dimaksud dalam angka 2 huruf c angka22l
7l Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana

dimaksud pada angka 6), dukungan Bakal Pasangan Calon
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perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatalan:
a) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran,

KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan perbaikan

dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat

dan Bakat Pasangan Calon Perseorangan dapat

mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 pada masa

pendaftaran; atau

b) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran,

KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan perbaikan

dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi

syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat

mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 pada masa

pendaftaran.

BAB IV

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan

yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan

rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan

tidak dapat diganti dengan calon lain.

Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan

dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon

pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara perrnanen.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan:

a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat

setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi balal calon

yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanal<an tugas secara

perrnanen

KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan calon pengganti sebagaimana

dimaksud pada angka 2 kepada masyarakat.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilat<ukan melalui media
massa dan/atau laman KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lama 2 (dua)

5

6
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hari sejak penggantian calon berakhir.
7. Dalam hal pendukung tidak lagr memberikan dukungannya kepada

Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian

s6lagaimana dimaksud pada angka 2, pendukung dapat menarik
dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi
faktual perbaikan berakhir.

8. Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada

angka 7 dilakukan dengan ketentuan:

a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat
pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Modet B.1.2-

KWK Perseorangan; dan

b. penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan

mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat

9. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud
pada angka 8, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan

ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model 8.1.1-

KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual
perbaikan.

10. PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KlP Aceh sesuai

dengan jenis Pemilihan melakukan rekapitulasi dukungan terhadap

penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud
pada angka 9 bersamaan dengan rekapitulasi verilikasi faktual atau
rekapitulasi verilikasi faktual perbaikan.

BAB V

PENDAFTARAN PASANGAN CAI,ON

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Pra Pengumuman

a. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan

keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik

tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

b. Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan salinan

keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik

tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

c. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat
daerah provinsi dan/atau daerah Kabupaten/ Kota kepada pimpinan

Partai Politik tingkat pusat paling lambat I (satu) bulan sebelum

masa pendaftaran Pasangan Calon.

A
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d. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan
keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi

dan/atau daerah Kabupaten/Kota kepada KPU sesuai dengan
permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa
pendaftaran.

e. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi

dan/atau daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

huruf d tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai

dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali
perubahan tersebut disebabkan karena:

1) terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan

tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat
keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan

berhalangan tetap; atau

2l terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan

kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau
daerah Kabupaten/ Kota oleh pengurus Partai Politik tingkat
pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

f. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagnis14116

dimaksud pada huruf b dan salinan keputusan Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat sebagaimana diaksud pada huruf d kepada KpU

Kabupaten Sumbawa Barat sebelum masa pendaftaran Pasangan

Calon.

g. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah

kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat, KPU Kabupaten Sumbawa Barat meminta kepengurusan

Partai Politjk tingkat kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik
tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

h. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan
sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g, Partai politik tidal<

dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

i. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf d, menjadi
pedoman bagi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam penerimaan

pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
j. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan

Partai Politik tingkat pusat sebegaimana dimaksud pada huruf a

masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KpU

Kabupaten Sumbawa Barat menerima pendaftaran Balal pasangan
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Calon berdasarkan Keputusan terakhir dari Menteri tentang
penetapan kepengurusan Partai Politik.

Pengumuman

a. KPU IGbupaten Sumbawa Barat mengumumkan pendaftaran Bakal

Pasangan Calon melalui media massa dan/ atau papan pengumuman

dan/atau laman KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan

jadwal sebagailp11a ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa Barat Tahun 2020.

b. Datam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon

sebgaaimana dimaksud pada huruf a, dicantumkan:

1) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana

dimaksud dalam BAE| II Huruf B Angka t huruf a dan BAB II

Huruf B Angka 2 huruf a;

2l waktu penyerahan dokumen dukungan; dan

3) tempat penyerahan.

c. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari

terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

huruf c dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

l) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai

dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA); dan

2) 1r.r'1 kgtiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul

24.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa Barat kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat selama

masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.

b. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat daerah Kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon

yang telah disett{ui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik Tingkat Pusat.

c. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib

3
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memenuhi persyarata-n :

1) pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B angka

I huruf a angka 2) dan huruf b angka l);
2l menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakd

Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik;

3) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan

Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat

4l menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat

atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat

kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota; dan menyertakan pakta integritas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat

d. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai

Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan

pimpinan Pariai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan

wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota

dalam pendaftaran Pasangan Calon.

e. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud pada huruf d berhalangan, surat pencalonan dan

kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3) dan 4l

ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang

memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan

keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

f. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan,

surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh

pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat

berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang

bersangkutan.

g. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi syarat

dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam BAB II
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Huruf B Angka 2 huruf b.

h. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU

Kabupaten Sumbawa Barat selama masa pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf c.

i. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai P<llitik dan Pasangan

Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g Wqiib Hadir
pada saat pendaftaran.

j. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

salah bakal Calon atau bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada

saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik atau bakal Pasangan Calon tidak dapat

melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan

oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari

instansi yang bennrenang.

k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal

calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan

pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten

Sumbawa Barat menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut,

menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen

pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang bersangkutan.

T[gas KPU Kabupaten Sumbawa Barat

a. Dalam menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon, KPU

Kabupaten Sumbawa Barat bertugas:

1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau perseorangan;

2l meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

angka 3 huruf c angka 1);

3) meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:

a) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 3

huruf c angka 2l dilakukan dengan berpedoman pada

Keputusan Menteri yffiig diterima oleh KPU sebagaimana

dimaksud dalam angka t huruf f; dan

b) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 3

huruf c angka 4) dilakukan dengan berpedoman pada

kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh
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KPU sebagtmana dimaksud dalam angka t huruf g; atau
c) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan

kepengurusan partai politik tingkat provinsi.
4) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka

2) dan angka 3), KPU Kabupaten Sumbawa Barat mencatat
penerimaan dokumen persyaratan pencalonarr dan persyaratan
calon yang diqiukan oleh partai politik atau Gabungan partai

Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model
TT. I-KWK, yang berisi:

a) nama Partai Politik atau Gabungan partai politik yang
mendaftarkan Bakal pasangan Calon;

b) nomor dan tanggal Keputusan pimpinan partai politik
Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 3);

c) nomor dan tanggal Keputusan pimpinan partai politik
tingkat pusat tentang persetujuan Bakal pasangan Calon
yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat
provinsi, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Selcetaris Jenderal atau nama lain pimpinan partai politik
tingkat pusat;

d) hari, tanggal, dan wal<tu penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon;

e) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor
telepon kantor Pimpinan partai politik atau masing-masing
kantor Pimpinan Partai politik yang bergabung
mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

f) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon.

5) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan
persebaran serta persyaratan Bakal pasangan Calon
perseorangan;

6) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka
5), KPU Kabupaten Sumbawa Barat mencatat penerimaan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir
Model TT.I-KWK, yang berisi:

a) nama lengkap bakal calon;

b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon;

c) alamat dan nomor telepon bakal calon;
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d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon; dan

e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan
bakal calon.

7) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,
kabupaten/ kota, dan kecamatan;

8) memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4)

kepada Partai politik atau Gabungan partai politik yang
meng4iukan Bakal pasangan Calon atau formulir sebagaimana
dimaksud pada angka 6) kepada Bakal pasangan Calon
Perseorangan; dan

9l memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani,
rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit
yang ditunjuk oleh KpU Kabupaten Sumbawa Barat kepada
Bakal Pasangan Calon.

10) memasukkan data ke dalam Sistem Informasi pencalonan

berupa:

a) Bakal Pasangan Calon dan data dukungan partai politik

atau Gabungan Partai politik; dan

b) Bakal Pasangan Calon perseorangan

b. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih partai politik dalam Gabungan
Partai Politik tidak melampirkan Keputusan pimpinan partai politik
tingkat pusat tentang persetujuan pasangan Calon, KpU Kabupaten
Sumbawa Barat menyatakan partai politik tersebut tidak dapat
menjadi bagian dari Gabungan partai politik pengusul Bakal
Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mencoret 1 (satu) atau lebih partai

Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam dokumen
persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran,

salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu
Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.

d. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima pendaftaran Baka_l

Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sslagaimana dimaksud
pada huruf b yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan
menuangkan dalam Berita Acara.

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana

dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf a yang w4jib disampaikan kepada
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KPU Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas:

a- Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh
Pirnpinan Partai Politik atau para Pirnpinan Partai Politik yalg
bergabung serta Bakal pasangan caron, sesuai dengan
tingkatanrya, yang menyatakan :

1) sepakat mendaftarkan Bakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati;

2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati yang akan didaftarkan;

3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan
Bakal Pasangan calon untuk mengikuti proses pemilihan; dan

4) naskah visi, misi dan program pasanagn calon Gubernur dan
wakit Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau wati Kota
dan Wakil walikota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang daerah,

dengan menggunakan formulir Model B-KWK parpol beserta

lampirannya;

b. surat Pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon
Perseorangan yang menyatakan:

1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati; dan

2) naskah visi, misi dan program Pasanagn calon Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil walikota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang daerah,

menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta

lampirannya;

c. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon,

sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud

dalam BAB II huruf A angka t huruf a; huruf b; huruf f; huruf g;

huruf h;huruf i; huruf j; huruf q; huruf r; huruf s; huruf t; huruf u;

huruf v; huruf w; huruf x; huruf y; dan angka 3, menggunakan

formulir Model BB. I-KWK;

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi

keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang

berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupatenf Kota.,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota;

e. Surat pernyataa.n pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II Huruf
A angka t huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah
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sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana peqiara 5 (lima) tahun atau lebih dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon;

f. bag E}akal Calon dengan status terpidana yang tidak rrrenjalani
pidana dalam penjara sebagaimana dirnaksud dalam BAB II
Huruf A angka t huruf h dan angka 3, wajib menyerahkan:
1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai

daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau
nasional yang terverilikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan

bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka
mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya

dengan disertai buktinya;

2l salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap; dan

3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan batrwa
terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang tetah berkekuatan
hukum tetap;

4l surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang

bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-

ulang dari:

a) Kepolisian Resor;

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi

lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1

(satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
g. bagt bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana

dimaksud dalam BAB II Huruf A angka t huruf h dan angka 4, wajib

menyerahkan:

1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai

daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau

nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang

menerangkan bahwa bakal calon telah secara

jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik
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sebagai mantan terpidana dan jenis tindak
pidananya dengan disertai buktinya;

2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

3) surat keterangan telah selesai rnenjalani pidana penjara
dari kepala lernbaga permasyarakatan

+) surat keterangan telah selesai menjalani pernbebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hat Bakal calon
rnendapat pembebasarr. bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas; dan

5) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal caron yang

bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang
dari:

a) Kepolisian Resor;

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi

lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam -1 (satu)

provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
h. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka t huruf k;
i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon

pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana

dimaksud dalam BAB II Huruf A angka t huruf l, yang dikeluarkan
oleh :

1) Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi
ternpat tinggal Bakal Calon yang bersang!<utan;

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain
yang tidak sesuai dengan domisili; atau

3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan calon Bupati dan wakil
Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu)

provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;

i. bagr bakal calon dengan status pemakai narkotika atau mantan
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pemakai narkotika wajib menyerahkan surat keterangan catatan
kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf i dengan dilengkapi
1) surat keterangan dolrter yang merawat pemakai yang

bersangkutan bagt bakal calon sebagaimana dimaksud dalam
BAB II Huruf A angka 7 huruf a;

2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang

menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri
dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagr bakal calon

sebagaimana dimalsud dalam BAB II Huruf A angka I huruf b;

atau

3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi
penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai

menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana

dimaksud dalam BAB II Huruf A angka t huruf c;

Surat Tanda Terima Penyerahan Ia.poran Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara seb"gai bukti
pemenuhan persyaratan salel selageimana dimaksud dalam BAB II

HurufAangka I huruf m;

Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang Secara

Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi

tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinegal

Calon seb"gai bukti pemenuhan persyaratan calon ssfageim6n6

dimaksud dalam BAB II Huruf A angka t huruf n;

Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan

calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka I huruf o;

Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon,

tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon,

untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi

wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari
Kantor Pelayanal Pajaf< (KPP) tempat Calon yang bersangkutan

terdaliLar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana

dimalsud dalam BAB II Huruf A angka t huruf p;

I

m

n
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o. Keputusan Pemberhentian Sebagai Penjabat Gubernur, penjabat

Bupati atau Peqiabat Walikota foagi calon yang berstatus sebagai

penjabat Gubernur, penjabat Bupat atau penjabat Walikota sebagai

bukti pemenuhan persayaratan calon sebagais16114 dimaksud dalam

BAB II HurufA angka t huruf u;

p. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik

bagr Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagr Calon

Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

q. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

r. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan

persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A

angka I huruf c;

s. Naskah visi, Misi dan Program Pasangan Calon mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang

ditandatangani Pasangan Calon;

t. Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, dan/ atau

Kecamatan;

u. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x
6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam

putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10.2

(sepuluh koma dua) centimeter x 15.2 (lima belas koma dua)

centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta soficopg.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh

Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi
cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan

Partai Politik yang sah.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh

bakal calon perseorangan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf c

dilengkapi:

a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri bagi Calon yang berstatus

Gubernur, Wakil Gubernur,Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota yang mencalonkal diri di daerah lain;

b. Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Ernggota Dewan

.-)
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Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Ra-liryat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi

calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati

atau penjabat Walikota;

e. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengunduran diri atau pernyataal berhenti sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan

f. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat

5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasangan Calon menyampaikan Salinan Surat Pernyataan sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf c kepada:

a. Bawaslu Kabupaten;

b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman

sebagaimarra dimaksud pada angka I huruf j dan huruf k disampaikan

kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat

penyerahan perbaikan dokumenpersyaratancalon.

Institusi penerima wqjib lapor sebagaimana dimaksud huruf j
meliputi:

a. pusat kesehatan masyarakat;

b. rumah sakit; dan/atau;

c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial,

yarrg ditefaFkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika

l,ampiran Surat Pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik ssfngaimana dimaksud pada angka 1

huruf a, meliputi:

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan

Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.I-KWK Parpol;

dan

6
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b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud

dalam BAB II hurufA angka 1

9. L^ampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf b, meliputi:

a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B ang)<a 2

huruf c angka22 huruf f);

b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana

dimaksud angka 1 sampai dengan angka 5;

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon

perseorangan menda-ftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3.

9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka

8 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa Barat Tahun 2020.

10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana

dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, dimasukkan ke dalam

map dan ditulis dengan Huruf Ihpital nama Pasangan Calon dan Partai

Politjk atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon

Perseorangan.

1 1. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 10, dibuat dalam 2 (dua) rangkap,

meliputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. I (satu) rangkap salinan.

12. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak

pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

13. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur

dan tidak dapat diganti.

14. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang

tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Pemilihan.
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BAB VI

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CAION

1. Pemeriksaan Kesehatan Calon

a. KPU berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI),

Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pengurus Pusat Himpunan

Psikologi Indonesia untuk menyusun:

1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika; dan

2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani.

yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

b. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani,

dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan

secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada huruf a
kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat berkoordinasi dengan pengurus

Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan

Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa

kesehatan yang terdiri atas:

I ) Dolrter;

2) ahli psikologi; dan

3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika,

yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi

Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.

d. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:

1) Ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan

2) anggota

e. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan:

1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf a

angka 1 kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana

dimaksud pada huruf c; dan

2\ standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 2 kepada Pimpinan Partai Politik

atau Pimpinan Gabungan Partai Pottik yang mengusulkan bakal

Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.

f. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Rumah Sakit

Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah
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berdasarkan rekomendasi Ikatan Dolder Indonesia dengan

Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

g. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan nama rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf f
kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai

Politik dan balal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan

pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan

narkotika.

h. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang

menyatakan:

1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan

2l positif atau negatif menyalahgunakan narkotika,

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

i. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana

dimaksud pada huruf h dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan

kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai

pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

j. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada huruf h dan huruf i bersifat final dan tidak dapat

dilakukan pemeriksaan pembanding.

Penelitian Persyaratan Administrasi

a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penelitian persyaratan

administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan

dalam formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya.

c. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penelitian terhadap:

l) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai

Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

2l tanda tangan Pasangan Calon;

3) materai; dan

4l kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
Penelitian Riwayat Pendidikan

a. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

1) fotokopi ilazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang

dilegalisasi oleh pejabat yang hrwenang di perguruan tinggi

1
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yang bersangkutan;

2l legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri

atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau

swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan

3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi

Swasta/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah

perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi

swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

b. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan

sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan

kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan

agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pemah berdiri.

c. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon

yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat

Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

d. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon

yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah

tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon

wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazal. yang

dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan

urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota

tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

e. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang

bersangkutan da,n/atau instansi yang menyelenggarakan urusan

pendidikan.

f. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional

dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi

yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

C. Pengesahan fotokopi ilazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat

yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan

pendidikan.

Penelitian Terhadap Calon Yang Tersangkut Masalah Hukum

a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada angka 2, surat keterangan catatan
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kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KpU Kabupaten

Sumbawa Barat melakukan klar:ifikasi ke Kejaksaan Negeri dan
Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yarrg

berkekuatan hukum tetap.

b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Sumbawa

Barat melakukan klarifikasi ke kmbaga Pemasyaralatan untuk
memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan;

1) pernah dipidana penjara; atau

2l telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun sebelum jadwal pendaftaran.

5. Klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan

a. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat

terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau
persyaratan calon, KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat melakukan

klarilikasi kepada instansi yang berwenang.

b. KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan instansi terkait menuangkan

hasil klarifikasi sebageimana dimaksud pada huruf a dalam Berita

Acara.

6. Penyampaian Hasil Verifikasi

a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Bakal Pasangan

Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat

pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah

verifikasi.

b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dokumen persyaratan pencalon€rn danr/atau persyaratan

calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat

dan/ atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau Balal Pasangan Calon perseorangan diberi

kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan

paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh

KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf
b dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani

dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.

d. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas
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penyalahgunaan narkotika Calon atau pasangan Calon yang
bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Balal
Pasangan Calon baru.

Penggantian bakat calon atau Bakal pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada huruf d dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATANCALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan/atau Bakal pasangan

calon atau Bakal Pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan

terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KpU Kabupaten
Sumbawa Barat pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari sejak
pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

2. Perbaikan dokumen persyaratan q6ls1 sefageimana dimaksud pada

angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum
lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada
verifikasi administrasi sslagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6
huruf a.

3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program pasangan

Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan

dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan
memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal pasangan Calon,
KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB V huruf A angka 4 huruf a angka 1), angka 2),

angka 3) dan angka 5).

6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB V
huruf A angka 4 huruf a, KPU Kabupaten Sumbawa Barat mencatat
penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan
tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.

7. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menuangkan hasil penerimaan
perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan
formulir Modet TT.2-KWK.

PENELITIAN HASIL PERBA]KAN

l. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon

a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan verifrkasi terhadap
perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf B

e

c
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Angka 2, paling Lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

b. verifikasi selagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan
terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap

atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu

Kabupaten Sumbawa Barat atau laporan tertulis dari masyarakat

yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-
bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian
mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

c. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat atau laporan

tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan

melakukan klarifrkasi kepada instansi yang berwenang atau kepada

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Batal Pasangan Calon.

d. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan

l,ampirannya.

e. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan kepada masyarakat

dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon

perseorangan.

f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum

lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat ssfagaimana dimaksud

pada huruf a dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen

administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai bata.s akhir masa

perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal

calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak
mensajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan

susunzrn kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Sumbawa Barat

melakukan klarifrkasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat

di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai

Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar

(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

i. KPU Kabupaten Sumbawa Barat meneliti keabsahan dokumen

kepengurusan berdasarkan hasil klariJikasi sebagaimana dimaksud
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BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. PENETAPANPASANGANCAI,ON

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan hasil verifikasi
persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan

Calon peserta Pemilihan pada Rapat pleno dan menuangkan Hasil
Verifikasi dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon.

2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka
l, KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan pasangan Calon dengan
Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan hasil penetapan

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Rapat pleno

Terbuka di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan perwakilan Ralryat,

Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan perwakilan Ralryat Daerah,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wqjib menyampaikan keputusan
pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan perwakilan

Ralcyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KpU Kabupaten
Sumbawa Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari
pemungutan suara.

5. Bagr Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati, Walikota, Wakil Watikota yang mencalonkan diri di daerah
lain wajib menyampaikan Keputusan pejabat yang berwenang tentang
Pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, Wakil Walikota, kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

6. Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati,
atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan Surat pemberhentian

sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KpU Kabupaten Sumbawa Barat
paling lambat 30 1+i*" puluh) hari sebelum hari pemungutax suara.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan
keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan
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pada hurufh.
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Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KpU
Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 3O (tiga puluh) hari sebelum

hari pemungutan suara.

Calon yang tidak menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada

angj<a 4,5 dan 7 dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri
sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan

yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada angka 8, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

B. NOMORURUTPASANGANCALON

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengundian nomor urut
Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

huruf A angka 2 dalam rapat pleno terbuka.

2. Rapat pleno KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud

angka 1 dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon;

b. wakil Partai Politjk atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan

Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon perseorangan;

d. Tim Kampanye;

e. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;

f. media massa; dan

g. tokoh masyarakat.

3. Pasangan Calon wajib hadir dalam Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut
seba g: i114116 dimaksud pada angka 2.

4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir da-lam Rapat Pleno

dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungiawabkan, Pengambilan Nomor Urut 56lqgaiman4

dimaksud pada angka 3 dan penandatanganan pada rancangan daftar
Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

5. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan

membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan hasil pengundian nomor

urut sebagaimana dimaksud pada angka 1.

7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat
suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam

Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.

8. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun nomor urut dan nama

8

9
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Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

9. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

angka 8, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Pasangan Calon.

10. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 9, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten

Sumbawa Barat.

PENGUMUMAN PASANGAN CAI.ON

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan nama dan nomor urut

Pasangan Calon yang teLah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling

lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

2. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

pada angka 1 bersifat linal dan mengikat.

3. Nomor urut dan da.ftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari

pemungutan suara.

PENGUMUMAN LHKPN PASANGAN CAI.,ON

1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat

negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan

Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari

pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumbawa

Barat.

2. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan

harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU

Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengumumkan.

LARANGAN MENGUNDURKAN DIRI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan

Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon

setelah penetapan Pasangan Calon.

2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mengundurkan diri

terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten

D

E
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Sumbawa Barat.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan

Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon

pengganti.

4. Partai Politjk atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan

Calon dan/ atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana

dimaksud pada angka 3, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan,

dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada

masyarakat.

5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada

angka 4, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah

ditetapkan.

6. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU

Kabupaten Sumbawa Barat.

7. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana

dimaksud pada angka 6, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

8. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikenakan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VIII

PENGGANTIAN BAKAL CALON DAN CALON

ALASAN PENGGANTIAN BAKAL CAION DAN CALON

l. Penggantian Bakal Calon atau Ca-lon dapat dilakukan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik atau Calon persleorangan, dalam hal:

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b meliputi

keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimspa dimaksud pada angka

2 huruf a, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa
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atau Camat setempat.

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara

pennanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan

dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi

persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan

Calon

6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud angka t huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap

sebagai berikut:

a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan

Calon; atau;

b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari pemungutan suara

7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1

hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Ca-lon yang dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dtatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada ang)<a 7

dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:

a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau

b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian

bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat

persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat

pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.

10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak

mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan s6foagaimana dimaksud pada angka I huruf a dilakukan

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI huruf A angka 6

huruf e.

PENGGANTIAN CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI

POLITIK

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
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karena berhalangan tetap atau d{jatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud

dalam huruf A angka I huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat meng4lukan calon

pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon

dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya

kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud

angka 1;

3. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan

kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;

4. dalam hal Partai Politjk atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan

calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam

angka 1, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan

tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau

Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat

mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;

5. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum

hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak

dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan

Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

6. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 4, KPU Kabupaten

Sumbawa Barat wajib mengumumkan kepada masyarakat.

PENGGANTIAN CALON PERSEORANGAN

Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan

tetaf atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1

huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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dalam hal Pasangan Calon perseorarlgan berhalangan tetap atau dijatuhi
pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti

Pemilihan;

calon perseorangan dapat mengusulkan calon penqganti paling larrra 7

(tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak

pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti

sebagaimana dimaksud dalam angka 2, salah satu calon dari Pasangan

Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi
pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap dinyatakan gugur;

dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh

sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseor€rngan

tidak mengusulkan calon pengganti, salah saflr calon dari Pasangan Calon

yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan

sebagai Pasangan Calon; dan;

dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan

yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud

dalam angka 4, KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib mengumumkan

kepada masyarakat.

Dalam hal terdapat keadaan ssfagaimana dimaksud dalam huruf B angka

5 dan huruf C angka 4, KPU Kabupaten Sumbawa Barat melanjutkan

Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak

berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

4

5

6

D VERIFIKASI DOKUMEN CAI.,ON PENGGANTI

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan

Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 5 huruf a,

dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak

diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

2. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan

Calon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 5 huruf b
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MEMBUKA KEMBALI PENDAFTARAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan

Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada huruf D angka 4 dan mengakibatkan jumlah Pasangan

Calon kuran g dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Sumbawa Barat
membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

2. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka paling

lama 3 (tiga) hari.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

LARANGAN BAGI PARTA] POLITIK

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan

dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses

pencalonan Bupati dan Walil Bupati Sumbawa Barat.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan Putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima

imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau

E

A

dan huruf c paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat
pengusulan calon atau Pasangan Calon Pengganti.

3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tertulis kepada pimpinan
partai politik atau gabungan partai politik dan calon atau pasangan calon
pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat
atau tidak memenuhi syarat.

4. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3

calon atau Pasangan Calon Pengganti dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon
atau Pasangan Calon pengganti.

5. Partai Politjk atau Gabungan Partai Politik yang calon atau pasangan

Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada angka 4 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada

Pasangan Calon lain.
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Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan
Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Dalam hal Futusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap menyatakan seseorarlg atau lembaga terbukti memberi imbalan
dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan,

atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati, Wakil Bupati
Sumbawa Barat dibatalkan.

Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima

imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

LARANGAN BAGI CAI,ON SELAKU PETAHANA

Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:

1. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan

kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau

2. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di

daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan

sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan

Pasangan Calon terpilih.

PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

l. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan

oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat, apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi

pemilih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, sebelum hari Pemungutan Suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang

diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, sebelum hari Pemungutan Suara;

c. Pasangan Calon terbuldi menerima dan/ atau memberikan imbalan

dalam proses pencalonan berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau
elelrtronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten;

6

B

C
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BAB X

TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan kepada masyarakat

mengenai:

a. daftar Bakaf Pasangan Calon;

b. dokumenpendaftaran;

c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan

d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan

terpidana termasuk jenis tindak pidananya sslagairnana dimaksud

dalam BAB II huruf A angka t huruf g dan huruf h
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a, huruf b, dan
huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1

(satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman

KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Media Cetak, dan/atau Media Elektronik.
Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka l,
dilakukan dengan ketentuan;

a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana

dimaksud angka 2.

1

2

3

4

5

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum
tanegal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa
jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai

Petahana;

f. menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah

Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum

ditefapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan

Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang

berstatus sebagai Petahana; dan

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang

berstatus sebagai Petahana.

Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada angka i tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta

Pemilihan yang lain.
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BAII XI

PET{YELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPU

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan.

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimatsud pada angka

I diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten.

Dalam hal rnasih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat diqjukan gugatan di
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dilakukan sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

A, DUKUNGANCALONPERSEORANGAN

1. Anggota. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupate n f Kota,

PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala

Desa dan perangkat Desa dilarang memberikan dukungan kepada

Pasangan Calon Perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faltual,
terbukti adanya dukungan s6fagaimana dimaksud pada Angka 1,

dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib menggunakan Sistem Informasi

Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang

dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses

pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta

Pemilihan.

2

2

4
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B. PENGGUNAANGELAR

Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat,
dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan
syarat calon.

Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1

dibuktikan dengan fotokopi ijazah yangtelah dilegalisir.

1

2

C. PERUBAHANNAMA PARPOL

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai

Politik baru dengan Badan Hukum yang baru, KPU Kabupaten Sumbawa
Barat meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

PENGADUAN KETIDAKBENARAN IJAZAHI STTB

1. Dalam hal terdapat Pengaduan atau l,aporan tentang Ketidakbenaran

Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu

E

D. PENCALONAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai

Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan

Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat
pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai

Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan

Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat
pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

3. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1

dan angka 2, wajib menyampaikan:

a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri kepada pejabat yang berwenang;

b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud
pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 5 (lima) hari sejak

ditetapkan sefq gai Calon.

4. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1

dan angka 2 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling

lambat 3O (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.
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atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan

Calon, KPU Kabupaten Sumbawa Barat meneruskan kepada pihak yang

berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya Putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1

menyatakan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Tidak

Sah, penggunaan ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan

ketentuan sebegaimana dimaksud BAB VIII huruf B dan huruf C.

PEMTLTHAN 1 (SATU)PASANGAN CALON

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat

I (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih

terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum

mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum

mendaftar mencapai paling kuran g 2Oo/o (dua puluh persen) atau

perolehan suaranya mencapai paling kuran g 25%o (dua puluh lima

persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima

pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum

mendaftar tidak mencapai paling kurang 2Oo/o (dta puluh persen)

atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25Vo (dua

puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima

pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai

Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau

c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseor€mgEul yang telah

dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya narrun

tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada

masa perpanj angan pendaftaran.

2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat

1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat

lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar,

dilakukan perpanjangan pendafta,ran bagi Pasangan Calon perseornngan

sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c.

3. Pasangan Calon perseorangan sebagairnana dimaksud pada angka
2 dapat rnendaftar kembali dengan dukungan yang telah
ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya

F
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berdasarkan Berita Acara Model BA.T KWK-perseorang€a.
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan

Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali
pendaftaran.

5. Dalam hal terdapat keadaan:

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka l,
hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;

b. terdapat lebih dari I (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan

berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon
yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan
penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali

pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon ytrtg mendaftar, atau

Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian

dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya

masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap

yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan

suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang

mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai

peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon,

KPU Kabupaten Sumbawa Barat melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan

dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

6. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan I (satu) Pasangan Calon

ssfoagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu)

Pasangan Calon.

G. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, yang berstatus sebagai

terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan

Terpidana, KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib mengumumkan dalam

laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

H. KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib memberikan bimbingan teknis kepada

PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi

faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum

penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
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KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan pelayanan dalam proses

pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung

Pasangan Calon, terdiri atas konsultasi:

1. tatap muka;

2. melalui telepon;

3. melalui surat elektronik; dan/atau
4. media komunikasi lainnya

SOSIALISASI KEPADA PASANGAN CALON

l. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan sosialisasi kepada Pasangan

Calon mengenai:

a. penyerahandukungan;

b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon

perseorangan;

c. pendaftaran;

d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai

Politik;

e. persyaratan calon; dan

f. ta.t:. cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan

2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a, huruf b dan

huruf f dilakukan paling Lambat sebelum tahap penyerahan dukungan

Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c, huruf d, dan

huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

FORMULIR

1. Bentuk dan jerris formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum
dalarn l,ampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Pedoman Teknis ini.

2. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk
keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU.

3. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian

sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5O/PL.03.2-Kptl 5207 / Ka.b / X I 2Ot9
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak
berlalu.

J

K
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AKSES BAWASLU KABUPATEN

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan akses kepada Bawaslu

Kabupaten untuk untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan

dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.

2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I dikecualikan untuk:
a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh

instansi berwenang;

b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan

c. formulir Model B.I-KWK Perseorangan.

3. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memberikan akses Sistem Informasi

Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten;

4. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagai66116 dimaksud pada angka 3

berupa:

a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan

b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 25 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

S AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

AWA BARAT

Hukum,

ttd

F'ARI ANWAR
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR /P1,.O2.2-Kpt/ 52OT /KPU-Kab /tr/2O2O
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT

TAHUN 2O2O

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KW'K

SURAT PERI{YATAAN BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL

GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI

KOTA

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL

GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI

KOTA

3. MODELBB.3 -KWK
SURAT PERI{YATAAAI BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA

MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCAI,ONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CAI,ON GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA DETIGAN PARTAI POLIfI.K/GAENNGAN PARTAI PALItrl.K

2. MODEL 8.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG

PERSETUJI.'AN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA

3. MODEL 8.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

4. MODEL 8.2-KWK PARPOL

SURAT PERI{YATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
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PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN GUBERNUR

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA

WALIKOTA

MODEL 8.3-KWK PARPOL

DAN WAKIL

DAN WAKIL

5

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI

POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MODEL 8.4-KWK PARPOL

SURAT PERI{YATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN

WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RPJP

DAERAH

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN

WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

2. MODEL 8.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERI{YATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CAI,ON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA

3. MODEL B.1.I-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERI{YATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALI KOTADAN WAKIL WALI KOTA

4. MODEL 8.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CAIPN
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA

5. MODEL 8.1.2-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL

6
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6

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

MODEL B. 1 -KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERI{YATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORA}IGA}I DAIAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA

MODEL B. 1. 1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN7

SURAT PERI{YATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL VfALI KOTA

A. MODEL 8.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITUI,ASI JUMI,AH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMI,AH MINIMAL DAN

SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIFIAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA

MODEL B A.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN

DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERI{YATAAN DUKUNGAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN

WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH

TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MODEL 8A.3. 1 KWK-PERSEORANGAN

2

3

4.
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BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPA?I DAN

WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MODEL BA. s-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAI.AM PEMILITIAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERhiURi BUPATI DAr{ -WAJ{rL BUPATT lWALTKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

6

SURAT PERI{YATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN

PERSEORANGAN DAI.AM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

GUBEIUSUR/BUPATI DAII U/AKIL EIUPNIfIWN-IKOTA DAN

WALIKOTA

CALON

WAKIL

WAKIL

8. MODEL 8A.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN- BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIFIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN

WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT

KECAMATAN

LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN9

10.

PERI{YATAAN KE.IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA DT TINGKAT KECAMATAN

MODEL B.h.7 KWK-PERSEORANCAN

REKAPITUI.ASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DA}.I WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAI\T

WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT

KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

11.
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BEzuTA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.I-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.I.-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA

2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DAI.AM PEMILITIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN

WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

4. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN BERTTA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN

ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCAI,ONAN DAN

PERSYARATAN CAI,ON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKTL

WALIKOTA

MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP

PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN

ADMINTSTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA

MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

A, MODEL BA.1 KWK.PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH

MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN

WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

3

5

F
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d

e

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

c.

BERITA ACARA IIASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERI{YATAAN

DUKUNGAN PERBAIKAN DAI.AM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA

MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN

DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK

POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA

MODEL 8A.3. 1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERTTA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL

MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MODEL BA. s-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP

DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

LAMPIRAN MODEL BA. 5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERI{YATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILTHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

MODEL 8A.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKANBAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KECAMATAN

LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERI{YATAAN KB.IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL

h.

f.

g

i.
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PASANGAN CALONPERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT

KECAMATAN

MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN K&IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON.

k.
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MODELBB.I-KUIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Narna

b. NIK

c. Jenis kelamin

d. Pekerjaan

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMT'M
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

4. belum pemah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan

Pasal 4 ayat (l) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam

Pemilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil

Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang

sama;

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota,

atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil

Walikota di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat sejak pendaftaran sebagai calon.

tahun

SI'RAT PERITTATAAIT
BANAL CALON BI'PATI/ITAISL BUPATI

ST'MBAWA BARAT
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B. KHUSUS

,.6.sffqn8
pada kolom

lnl
Pernyataan

Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
karena kealpaan.

Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena
alasan politik.

Mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara
kurang dari 5 (lima) tahun.

Mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih,telah melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana
atau mantan terpidana.

Bukan mantan terpidana bandar narkoba ataubukan Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil
Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali kota/ Wakil Walikotan)
dari daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanye bagr Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota*) yang mencalonkan
diri di daerah yang sama.
telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRDI sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara
Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
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Beri centang
pada kolom

tni
Pernyataan

Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia sejak ditetapka sebagai Pasangan
Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota sebelum pembentukan PPK
dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataann
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati

MATERAI

KeteranEan:*) PiUh salah satu.
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DAF"TAR RIITAYAT HIDUP
BAr(AL CALOIT BUPATT/WNilL BUPATT

DALAM PEMILIHAIiI TAHUIV 2O2O

Pas Foto
Berwarna

Bakal Calon
4x6

1. Nama lengkap
2. Nomor Induk Kependudukan

3. Tempat/Tanggall,ahir
4. Jenis Kelamin
5. Agama
6. Alamat Tempat Tinggal

(Sesuai KTP)

7. Status Perkawinan

Laki-laki/ Perempuan *)

RT/sebutan lain
RW atau sebutan lain:.....
Kelurahan/Desa*)
Kecamatan Distrik
Kabupaten/Kota
Provinsi
: Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)

a. Nama Istri/Suami*) :.
b. Jumlah anak

8.
9.

10.

Pendidikan Terakhir
Peke{aan
NPWP

11. Pendidikan

12. Kursus/Diklat ytrtg pernah diikuti:

MODEL BB.2 .I$TK

No Jenjang

Pendidikan

Nama Institusi Tahun

Masuk

Tahun

Keluar

1

2

dst

No Nama

Kursus/Diklat

Lembaga

Penyelenggara

No.

Sertifikat

Tahun

Masuk

Tahun

Keluar

1

2

dst
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13.

t4.

15. Tanda

16. Motivasi Pencalonan (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk
mengqiukan diri sebagai bakal calon)
(berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika
telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

L7. Target/Sasa.ran

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti
pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat
hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

20.....

Yang Menyatakan

Materai

tyat urganlsasl---
No Nama Organisasi Jabatan Tahun Masuk Tahun Keluar

1

2

dst

No Nama

Perusahaan/Lembaga

Jabatan Tahun

Masuk

Tahun Keluar

1

2

dst

I tcl-t

No Nama Penghargaan l.embaga Pemberi

Penghargaan

Tahun Masuk

1

2

dst

(

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
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DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan Lain*)/

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten Sumbawa Barat

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Sekretarls
MATERAI

Partai

Ketua Sekretaris

MATERAI

Ketua Sekretaris

MATERAI

Keterangan:
1. *) coret yang tidak perlu.
2. **) memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan

tahun kelulusan.
3. ***) memuat kejelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu

menjadi anggota
4. Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lemfega f narna

kesatuan dalam TNI/ Polri.

cap
Parpol

cap
Parpol

Parpol

.)

(.
)

Partai.

.)

cap

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
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SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PAI'A BADAN USAIIA
MILIK ITF,GARA (BTIMIU/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jenis kelamin

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat tempat tinggal

tahun

menyatakan dengan sebenamya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20...

MATERAI

KeteranEan:
J Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan

diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.

MODEL BB.3 -KWK

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
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SURAT PENCALONAN DAN IIESEPAXATAN
BAI(AL CALON BUPATI DAJ| WArIL BUPATI

DENGAIT PARTAI POLITIK/GABUNGAIT
PARTAI POLITIK

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum, bersama ini Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Fimpinan
Wilayah/ Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai

/ Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1

2

3

Partai
kursi/ suara ");
Partai
kursi/ suara *);

Partai

1. Calon Bupati:

dengan perolehan kursi/suara sah *)

dengan perolehan kursi/suara sah *)

dengan perolehan kursi/ suara sah *)

Dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

UODELB-I{ITK
PARPOL

2. Calon Wakil Bupati:

Bersama-sama menyatakan:

1. Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa Barat Tahun 2O2O;

2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

telah didaftarkan;

3. Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa

Barat Tahun 2020;

4. Bahw naskah visi, misi,program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Sumbawa Barat Tahun 2O2O, telah sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan

kursi/ suara sahl Partai ......../Gabungan Partai Politik*)

sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit

kursi atau paling sedikit 25Vo dari
akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Sumbawa Barat sebanyak suara sah.

kursi/ suara *) 
.

2ff/o dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang telah

ditentukan sebanyak

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal

Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai

ketentuan pemtumn perundang-Undangan.
jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-16-

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20...

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain t)

Kabupaten Sumbawa Barat

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai............

Ketua Sekretaris

MATERAI

Ketua Sekretaris
MATERAI

Partai

Ketua Sekretaris

MATERAI

(

MATERAI

Bakal Calon
Wakil Bupati

cap
Parpol

cap
Parpol

Bakal Calon Bupati
dst......

(. .)

Partai.

(.

(. )

) (

(

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
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I(IPUTUSAIT I'EWAIT PIMPIITAN PUSAT
PARTAI
I{OUOR : ..................

TEITTANG
PERSEf,UJUAIT PASAI{GIIN CALON BT'PATI DAI{
WAIIIL BT'PATI XAAI'PATEN SUUBAWA BARAT

Datam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Barat
dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Sumbawa Barat
Partai ......... Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai

, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati:

UODELB.I.KU'K
PARPOL

2. Nama Calon Wakil BuPati:

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat'

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenamya untuk digunakal

sebagaimana mestinya.

Dewan Plmplnan Pusat

Partai

Materai

Ketua Umum atau
Sebutan laln*l

Sekretaris Jenderal
atau sebutan laln*f

tssleraageE-:
*) Pilih salah satu.

(. ) )
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1. Nama
Jabatan

z. Nama
Jabatan

Ketua Umum/ sebutan lain*)

Selretaris Jenderal/ sebutan lain*)

dengan ini menyatakan:
1. Dalam proses seleksi Bakal pasangan calon, kami menjamin bakalpasangan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Barat Ta-hun 2o2o

yang diajukan kepada KPU Kabupaten sumbawa Barat memiliki integritas
dan komitrnen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi,
dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

z. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal PLsangan Calon atas nama:
a. Calon Bupati:

b. Calon Wakil Bupati :

kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga dan /atau peraturan internal partai
Politik dengan mengutarrrakan Bakal pasangan calon ya.g bukan
merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAI(TA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai
bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam pemilihan Gubernur danwakil Gubernur/Bupati dan wakil Bupati/walikota dan wakil walikota*)
sesuai ketentuan yang berlaku dan dibr.rat dararrr 1 (satu) rangkap asri untuk
dapat dipergunakan sebagairnana semestinya.

Yang Menyatakan,
Pirnpinan Partai Politik Tingkat

Pusat Partai

20 ...

Sekretaris Jenderal/ sebutan lain,Ketua Umum/ sebutan lain,

Keteranpan:
") Pilih salah satu.

MATERAI
cap

Parp
ol

- 18-

Yang bertanda tangan di bawatr ini, pimpinan Tingkat pusat partai.

( ( )
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SI'RAT PERNYATAAIT KESEPAIIATAJT
PARTAI FOLITIK/GABIIIIGAIT PARTAI POLITIK*I

DALAM PENCALONAIT BI'PATI DAN WAKIL BI'PATI
XABT'PATEN SUMBAWA BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat
Kabupaten Partai

Politik Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi:

1. Partai .......;dan
2. Partai

3. Partai

menyatakan:

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Waki1 Bupati;
dan

2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan
(Model B-KWK PARPOL) atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Ketua
Materai

sebenamya untuk

DPW/DPD/DPC Partal Polltlk atau sebutan laln *l/
Gabungan DPW/DPD/DBC Partat Pottttk atau sebutan traln *)

Kabupaten Sumbawa Barat
Yang MengaJukan Pasangan Calon *f

Partal

20...

Sekretarls

) ( I

atau Gabungan Partai

MODELB.2.I(WX
PARPOL

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan

digunakan seba gaimsns mestinya.
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Partal

Materai

Ketua Sekretaris

Materai

(. . .. ... I (... l

Partal

Ketua Sekretaris

( ...1 (.. l

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Qeliap halaman dibqbghi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

aaaaaaaaa..aaaaa.
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PERIYYATAAIT TESEPAI(ATAI|
AI{TARA PARTAI POLITIK/GABUITGAIT PARTAI POLITIK*I
DEICGAIT PASAITGAIT CALOI{ BT'PATI DA,IT WAISL BT'PATI

SI'MBAITA BARA'T

MODELB,S-I(WX
PARPOL

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

1. Partai
2. Parfat
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

l. Nama Calon Bupati:

2. Nama Calon Wakil Bupati:

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenamya untuk digu.nakan

sebagaimana mestinya.

20....

DPtrI/DPD/DPC Pailat Pollttk atau sebutan Hr. *l/
Gabungan DPW/DPD/DPC atau sebutan laln *f

Kabupaten Sumbasa Barat
Yang MengaJu&an Pasangan Catron *f

Partal

Materai Ketua

I ( I

Partal

Materai
Ketua

cap

Sekretarls

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAE}UPATEN SUMBAWA BARAT sesuai
ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Sekretarls

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



Partal

Mate.ai

Ketua Sekretarls

I ( I

Pasangan Calon

Calon Bupatl Calon trIakll Bupati

( I ( )

Keteranlan:
1. .) Pilih salah satu.
2. Setiap lralaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.
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PERICYATAAN KESESUAIAJ{
NASKAIIVISI, MISI, DAIT PROGRAM PASAISGAN CALON BT'PATI DAN

WAKIL BUPATI SI'IIBAWA BARA'T DEI{GAN RPJPDAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik

Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai

Gabungan Partai Politik*) Provinsi/ Kabupaten / Kota*)

yang meliputi:

atau

UODELB.4-KWK
PARPOL

1

2

3

Partai

Partai

Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dal program Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Sumbawa Barat, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

20....

DPSI/DPD/DPC Partal Polltlk atau sebutan lain *)/

Gabungan DPW/DPD/DPC Partal Poltttk atau sebutan

laln *f Kabupaten Sumbara Barat

Yang MengaJukan Pasangan Calon *l

Partal

Materai

l I

Ketua Sekretaris

;dan

(
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Partal

Materai

Ketua Sekretarls

( I ( I

Partal

Materai

(

Ketua Sekretaris

) I

Keteran{an:

1. 1 Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.
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SI'RAT PEITCALOTAIT BAXAL PASAITGAIT CALOI{ PERSEORAITGAIT
PEMILIHA,IT BI'PATI DAIT WAXIL BI'PATI

SUUBAWA BARAT TAHUtr 2O2O

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

l. Nama Calon Bupati:

2. Nama Calon Wakil Bupati:

menyatakan:
1. Mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa Barat Tahun 2O20 dengan jumlah pendukung

orang (...........o/o\ dari jumlah pemilih, yang tersebar di

Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah dukungan dan sebaran

sesuai ketentuan jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

20....

Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakll Bupati

Materai

@-:
*) Pilih salah satu.

UODEL B-Ktr'I(
PERSEORAI{GAIT

(.......%t

(. .) (
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" Fotokopi e-KTP Pendukrmg

ditempel di sini"

SURAT PERIFTATAAIT DulfirrcAlt BAXAL PASAIIGAII cALor PERsEonAIIGlllf DALIIM
PEilILIHAI{ BIJPATI DAIT WAI(IL BI'PATI XABI'PATEIT SUMBAWA BARAT

Kelurahan/Desa") :

Kecamatan :

Kabupaten
Provinsi

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama
NIK
Jenis Kelamin
Alamat
RT/RW (apabila ada)
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Peke{aan
Status Perkawinan Belum Kawin/ Sudah Kawin / Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenamya dan secara sukarela mendukung

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2O2O, atas nana:

l Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pemyataan dukungan ini saya tempelkan F otokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebaeaimana

mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau
saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia

mempertanggungiawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

20 ..

Keteransan :

") Pilih salah satu.

Yang Membuat Pernyataan,

)

MODELB.I.KWK
PERSEORA]tGAIT
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SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.I.I-KWK
PERSEORANGAN

Bersarna ini kami, atas raama Bakat Pasangan Calon Perseorangan:
Nama Bakal Calon Bupati

Nama Bakal Calon Wakil Bupati

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati pada
wilayah:

Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Keluratran/Desa

sebagai berikut:

I 2 J 4 5 6 7 8 9 t0 II t2

No Nama NIK Jenis
I(elamin

Alamat
RT

(Jika
ada)

RW
(Jikr
ada)

Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Pekerjaan

Beluml
Sudah/
Pernah
Kawin
(B/sn)

*)

Ket.

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
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dan
seterusnya

Dernikian daftar nalrra pendukung ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari diternukan
ketidakbenar€ul terhadap data tersebut di atas, karni bersedia
diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Bakal Calon Bupati

MATERAI

Bakal Calon
Wahil Bupati

Keterslgar:
{') Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb
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REI{APITULASI JTIMLNI DUKUNGAN BAIGL PASANGAN CALON
PTRSEORANGAN DALAM PIMILIIIAN BUPATI DAIT WAT(IL BUPATI

I(ABUPATEIT SUMBAITA BARAT TAHUN 2O2O

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, atas

nama:

1. Bakal CalonBupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

MODEL B.2-I(UTK
PERSEORAITGAIV

N

o

Nama Kabupatenfl(ota
(kolom ini diperlukan hanya

untuk Pilgub)

Nama
Kecamatan

Nama
Kelurahan

Jumlah
Pendukung

t 2 J 4 5

1 I 1

orang
2

orang
3. dst

orang
2.
dst. orang

2
orang

3. dst
orang

2 I I
orang

2
orang

3. dst
orang

2 I
orang

2
orang

3. dst
orang

3. dst ... .

orang

orang

1.

1.

2.
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3. dst
orang

3 Dst dst 1. dst
orang

-30-

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan

calon perseorangan adalah:

a. Jumlah Dukungan pendukung

b. Jumlah Sebaran .............kabupaten/kecamatan*)

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI

( ) (

&9e@-:
*) Pilih salah satu.

)

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-31-

ST'RAT PERIYYATIIAJT
PENARIXAIT DI'KTII{GAIT TERHADAP BAI(AL PASAI{GAI{ CALON

PTRSEORANGAIT DAIAU PEIIIILIHAN BT'PATI DAIT WAXIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama :

b. NIK :

c. Jenis Kelamin :

e. RT/RW :

f. Tempat Lahir :

g. Tanggal Lahir :

h. Pekerjaan :

Belum Kawin/Sudah Kawin/Pemah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya m,enc:ti,k dukungut saya

terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

a. Bakal Calon Bupati:

b. Bakal Calon Wakil Bupati:

dan bercedla membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

20
Yang membuat pernyataan

Keterangan:
*) Pilih salah satu

UoDEL 8.1.2-KWI(
PERSEORANGAN

(...........................................t
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PERITTATAAI{ IIESESUAIA.IT
NASKAIMSI, MISI, DAil PROGRAII PASANGAN CAION

PERSEORAITGAN DALAU PEMILIHAN BI'PATI DAN WAI(IL BUPATI
KABUPATEI{ SUMBAWA BARAT TAIIT'N 2O2O DEITGAN RP.'PDAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati:

MODEL B.s-I$IIK
PERSEORAITGAIT

Nama Calon Wakil Bupati:

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasaagan Calon

Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa

Barat, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daera-h.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya

untuk digunakan sebagaimana mestinya.

20....

Calon Bupati Calon Wakll Bupatl

Matera i

Keteranlan:

1 Pilih salah satu.

.)
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" Fotokopi e-KTP Pendukung

ditempel di sini"

Kelurahan/ Desa*)
Kecamatan

SURAT PERTTATAAIT DI'I(I'ilGA,tr PERtsAIIIIIII BAI{AL PASAIIGAIT CALOIT
PTRSEORAITGAJT DAIAU PEIILIHAT BT'PATI DIIIT WAI{IL BI'PATI

BI'UBAWABIIRAT

-33-

Kabupaten
Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

: Belum Kawin/Sudah Ihwin / Pernah Kawinn)

dengan ini menyatalan dengan sebenarnya dan secara sukarela

mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 202O, atas

narna:

1. Bakal Calon Bupati:

UODELB.I.XU,I(
PERSEORAI{GAI|

PERBAII(AIT

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam

Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elel<tronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil").

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunalan sebagaimana

mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau

saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia

mempertanggunglawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlalu.

20 ...

Keterangan :.) Pilih salah satu.

l. Nama
2. NIK
3. Jenis Kelamin
4. Alamat
5. RT/RW (apabila ada)
6. Tempat l,ahir
7. Tanggallahir
8. Pekerjaan
9. Status Perkawinan

Yang Membuat Pernyataan,
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SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bersama ini karni, atas raama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
Nama Bakal Calon Bupati : .......

Nama Bakal Calon Wakil Bupati

menyatakan daftar nama pendukung perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
pada wilayah:

Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Kelurahan/Desa

sebagai berikut:

MODEL B.I.I-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

9 l0 ll t24 5 6 7 8I 2 3

No Narna MK Jenis
Kelamin

Alamat
RT

(Jiks
ada)

RW
(Jika
ada)

Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Pekerjaan

Belum/
Sudah/
Pernah
Kawin
(B/S/P)

*)

Ket.
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dan
seterusnva

Dernikian daftar raama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan
ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan
sanksi sesu ai ketentuan perundang-undangara yang berlaku.

Bakal Calon Bupati

MATERAI

Bakal Calon Wakil Bupati

Ketrraalgal:
*) Pilih salah satu.
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REKAPITULASI JUMLAH DT'KUNGAN PERBAIKAIY B/IKAL PASANGAil CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BT'PATI DAN WAKIL BI'PATI

SIIMBAWA BARAT TAHUIT 2O2O

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasanga.n calon

perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2O2O,

atas nama:

1. Bakal CalonBupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rlnclan.Iumlah Pendukung Perbalkan Bakal ksangan

Calon Perseorangan

MODEL B.2-B]WX
PERSEORAITGAN

PERBAIKAIT

N
o

Nama Kabupaten/Kota
(kolom ini diperlukan hanya

untuk Pileub)

Nama
Kecamatan

Nama
Kelurahan

Jumlah
Pendukung

1 2 3 )
1 I I orang

2 orang
3. dst orang

2.dst.. . 1 . . .. ..orang

2 orang
3. dst orang

2. I 1 orang

2 orang

3. dst orang
1 orang

2 orang
3. dst arang

3. dst . 1 orang

2 orang

3. dst orang
3 Dst .. . .. dst l. dst orang

-36-

4

2
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Berdasarkan tabel tersebut, jumlah

calon perseorangan adalah:

dukunganbakal pasangan

a. Jumlah Dukungan pendukung

b. Jumlah Sebaran . kabupaten/ kecamatan*)

DemikianRekapitulasidukungan ini disusun untukdigunakan

sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupatl Bakal Calon lf,akil Bupati

MATERAI

( (

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

.)
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BERITAACARA
HASIL VERIFIKASI PEMEIIT'IIAN JT'MLAH MINIMAL DAN SEBARAIT

DUKUITGAIV DAL/IM PEMILIHAIT BT'PATI DAIT WAKIL BTIPATI

KABUPATEN SI'}IBAWA BARAT TAHUI{ 2O2O

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di ................, KPU Kabupaten Sumbawa Barat
telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama:

MODELBA.I.KWI(
PERSFI)RANGAN

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon

Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan verilikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam dokumen asli hardcopg formult Model 8.1-KWK

Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.I-KWK

Perseorangan.

c. melakukan verifrkasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam sofiapg formulir Model B.I-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran

dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:
1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam lnrdcopg formulir Model B. 1-

o/o

Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat atau sebanyak
Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/ Tidak

Memenuhi Syarat *) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

-38-

1. Calon Bupati:

KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di
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2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B.I-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, ") serta
dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal
dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam soficopg formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di o/o

Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat atau sebanyak

Kabupaten/ Kota *).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2,

dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi
Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/S (lima) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa Barat

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

KeteranEan:

*) Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAN TAITDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-40-

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di KPU Kabupaten Sumbawa Barat
telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
pendukung dengan bukti pernyatan dukungan dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama:

MODELBA.2-KWK
PERSEORAIIGAN

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan, KPU

Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir

Model 8.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil;

2. verilikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. veritikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi

PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.

BERITAACARA
TIASIL VERIFIIIASI ADUINISTRASI TERIIA.I'AP KESESUAIAII DATA

PEI{DT'KT'I{G DENGA.IT PERITYATA/IN DT'I(UI{GAI{ DAL/\U PEMILIHAN
BUPATI DAIT VAI(IL BT'PATI KABI'PATEI| SUMBAUIA BARAT

TAIII'N 2O2O

1. Bakal Calon Bupati:
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan tersebut di
atas sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI ISI FORITIULIR MODEL 8.1 KWK PERSEORANGAN

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana
tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseor€rngan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat
3. l(satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa Barat

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan:

(3)(1) (21

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4. Anggota

5 Anggota

*) Pilih salah satu.

Jumlah
Awal us TMS
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BIRITAACARA
HASIL VERIFIKASI ADMtrTISTRASI TERHAI'AP XF.SESUAIAIT DATA

PEITDI'IilIITG DII{GAIT DArIAR PEMILIH TEf,AP DAN/ATAU DAT'TAR

PEIYDT'DUK PIorEI{SIAL PETILIH PEMILIIIAIT DALAM PEMILIHAN
BI'PATI DAN WAIIIL BI'PATI KABT'PATTI{ SUMBAWA BARAT

TAHUIY 2O2O

Pada hari ini tanggal bulan
ribu bertempat di ................, KPU Kabupaten Sumbawa Barat
telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama:

1. Calon Bupati:

MODELBA.S-KS/K
PERSEORANGAN

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten
Sumbawa Barat melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir
Model B.I-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu

atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih
Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar
terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan
koordinasi/klarifrkasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4

dilakukan verifi kasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten
Sumbawa Barat.

-42-

Tahun dua
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Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarilikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Sumbawa Barat;

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan:

n) Pilih salah satu;

NO NA]VIA JABATAN TAI{DA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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BERITAACARA
HASIL IILARIFIIIASI DIITAS IITPENDI'DT'I(AIT DAN CATATAN SIPIL

MODEL BA.3.l.KtrTK
PERSEORANGAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua

ribu bertempat di..... ....., Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan penelitian

kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat

atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam

DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Berita Acara ini disampaikan
kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten, dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

1 Jumlah Pendukung yang status kependudukannya

benar.

2 Jumlah Pendukung yang status kependudukannya

tidak benar.

3 Jum1ah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan
status kependudukannya.

No Uraian Jumlah
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Kepala Dlnas Kependudulan dan Catatan Slpll

Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

(
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BERITA ACARA
IIASIL VERIFIKASI DUGAAIT IITGANDAAIT DUI(UNGAN

PASANGAIT CAI,Oil PIRSTORANGAN DAI.AM PTMILIIIAN
BT'PATI DAN WAIilL BI'PATI ST,MBAWA BARAT TATIT'N 2e.2A

MODEL BA.4.IflIIK
PERSEORANGAN

Pada hari ini tanggal .. bulan Tahun dua

ribu bertempat di. ........., KPU Kabupaten

Sumbawa Barat telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap

dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa

Barat atas nama:

1. Calon Bupati

2. CaJon Wakil Bupati:

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK

Perseorangan), sebagai berikut:

TABEL I
IIASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGAITDAAN

1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model

BA.2-KWK Perseora.ngan.
2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1

(satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon
perseorangan dan dukungan tersebut harus

No Uraian Jumlah
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3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada

lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara
tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan
verifikasi faktual status dukunsannva oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang

dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi
jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung I

47-

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/S (lima)*) rangkap, dan

masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorang€ul;

2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 1 (satu) rangkap

disampaikan kepada KPU Kabupaten / Kota;

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan:

*) Plih salah satu.

ilo NA}IA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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BERITAACARA
HASIL PEITELITIAI{ FAI(T{IAL TERHN)AP DIIKTINGAN BAKAL PASAITGAN
CAIOIT PERSEORAITGAN DALAM PEilILTHAI| BI'PATI DAN WAIIIL BT'PATI

KABI'PATEI{ SIIMBAWA BARA'T TAIIT'IT Z2O
OLEH PAf,ITIA PEMUI|GUTAIT SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)

telah melalukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

}IODEL BA.s-KUII(
PERAF,ORANGAN

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut:

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon

Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/ atau tim penghubung

bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejat
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada walrtu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas
akhir verilikasi faktual;

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
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Hasil penelitian faktual dukungan Bakat Pasangan calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati sebagai
berikut:
A. Hasll Penelltlan Faktud

Selary'utnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui
sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi
dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal
Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama
dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang
telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama
tersebut sebagai berikut:

B. Hastl PenelltlanFaktual Pertama

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui
sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan
datan ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua.

Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai

berikut:

C. Hasil Penelitian Faktud Kedua

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada
Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut:

NESIMPULAIT IIASIL PEI{ILITIAN FAI(TUAL

(1) (21 (3)

(1) (21 (3)

(1) (21 (3)

Uraian MS TMS
(1) (21 (3)

Jumlah keseluruhan hasil
penelitian faktual

Kolom (1) Tabel A + Kolom (1)
Tabel B + Kolom (1) Tabel C

Kolom (2) Tabel e + Kolom (2)
Tabel B + Kolom (2) Tabel C +

Kolom (3) Tabel C

Jt,MLATI
MS TMS TIDAI( DAPAT DITEMUI

JIIMLATI
MS TUS TIDAI< DAPAT DITEMUI

JI'MLATI
MS TMS TMS I(ARTITA TIDAT(

DAPAT DITEMUI
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Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasang€rn calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan
seiap bakal pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

NO NAITIA JABATAN TANDA TAITGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota
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SI'RATPERITYATAAIT
TIDAI( MEITDI'KIIITG BAI(AL PASAITGAIT CALON PER,SEORAI{GAI| DAI"AM
PEMILIHAIT BT'PATI DAIT WAITIL BI'PATI TABI'PATEII SIIMBAYA BARAT

TAIIT'IT 2OIO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTL/Umur

e. Jenis Kelamin

tahun

Dengan ini menyatalan dengan sebenarnya bahwa *ya t:ldo,k perno,h

mendukrtttg dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

atasnama;

1. BakalCalonBupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

dan bersedta/frdak bercedto*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

20....

Yang membuat pernyataan

Keteranfan:
*) Pilih salah satu.

I"A PIRAI{ MODEL 8A.5.
I(WK PERSEORANGAN

(. )

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-52-

RTKAPITULASI DTIKI'NGAIT BAITAL PASANGAIT
CALOIT PERSEORAITGAN DALAM PEMILIIIAIY BT'PATI DAIT WAKIL

BUPATI KABUPATTIY SUMBAWA BARA'T TATIT'il 2U2O
DI TIIYGXAT KECA}TA.TAIT

MODELBA.6-I(U'K
PIRSBORANGAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di PPK telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat
berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap
dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas na.ma :

1. Bakal calon Bupati:

2. Bakal calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK

kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka l, ada/tidak ada *) keberatan dari
pasang€rn bakal calon / tim penghubung/ Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **l:

C PPK menerima dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam lampiran Formulir
Model 8A.6 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang
telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:

telah melakukan
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TABEL I
HASIL RAPAT PLTilO REKAPITI'LASI DUKUITGAN PASANGAN BAKAL CALOIT PERSEORAITGAIT DI

TIITGKAT KECAMA.TAN

NO URAIAT{ DESA...... DESA...... DESA...... DESA...... DESA...... DESA ...... DESA Dst. JUMLATI
1 Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon

Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil penelitian faktual oleh

PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah
akhir pada pada kolom (2) Tabel Kesimpulan
pada Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan untuk setiap desa.

2 Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh PPK.

3 Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh PPK.

4 Jumlah pendulrung BaLal Paraagan cdon
Persecangaa harll reLapltulasl
dukungan ttnghat Lecamatan yarg
dlnyatakaa Eemenuhl syarat.
((No.1+No.3) - No.2)

aaaaaaaaaarataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas,
jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak

.. . .. Orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
**) Beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5. Anggota
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PERNTATAAN I{B'ADI.AIT I(IIUSUS DAIT/ATAU I(TBERATAN DALIIM PROSES
REKAPITULASI DUKI'IYGAIT BAI(AL PASAITGAX CALON PERSEORAITGAN

DALAT PEUILIIIAN BUPATI DAIT WAI(IL BUPATI
I(ABUPATEN SUUBAWA BARAT TAIITIIY 2@O

DI TIIIGKAT I{TCAUATAIT

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat di Kecamatan

KabupatenlKota *)

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi/tidak terjadi ") kejadian khusus dan/atau

pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon

Perseorangan*) :

20.....

BAKAL PASANGAIS CALOIT/TIU

BAXAL PASAITGAN CALON *I

PANITIA PEMILIHAIT I(TCAMA'TAN

KETUA

Keterangaa:
*) Coret yang tidak Perlu
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPI( dan apabila terdapat

keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

Lampiraa MODEL
BA.6-I(WK

PERSEORANGAN
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REKAPITUL,ASI DUKT'ITGAN BAKAL PASANGAIT
CAION PERSEONANGAIT DAI"AU PEMILIHAIY BUPATI DAN ItrAKIL BUPATI

KABUPATEIT SUUBAWA BARAT TAIIT'NZEI,
DI TIITGKAT IIABI'PATEN

MODEL BA.7-I(UIK
PERSEORAI{GAN

Pada hari ini tanggal bul,an Tahun dua ribu
...... bertempat di KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasanga.n calon Perseorangan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil

rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon

Perseorangan atas narna :

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten

Sumbawa Barat telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitul,asi dukungan oleh PPK dan

mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada") keberatan dari bakal

pasangan calon/ tim penghubung/ Panwaslu Kabupaten/ Kota.

3. Terhadap keberatan yang diqiukan sebagaimana tersebut pada angka 2 *):

tr KPU IGbupaten/Kota menerima d.an melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim

Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi

Formulir Keberatan di Tingkat Kabupa.ten/ Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model

BA. 7-KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK,

sebagai berikut :
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TAEEL I
EAAIL RIPAT PLIIIO NEXAPITUIAAI DUAI'I|GAIT BAIIAI PASAIGAII CALOII PERSFI,RAIIGAII DI TIf,GXAT XABI'PAIE /f,OTA

*l

lllo URAIAI{ Ktc....... Ktc....... KEC. ...... xtc. ...... Ktc. ...... KEC....... KEC. Dst. JUMLAII
1 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon

Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di
tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum
dalam Tabel I kolom jumlah angka 4

Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan

dikurangi dengan dukungan yang dinyatalan
Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil
koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil),
dari setiap kecamatan.

2 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten lKota.

3 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi sya.rat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh KPU

Kabupaten /Kota.
4 Jumlah penduLung BaLal parangan calon

Pef,seoaeilgFn hadl reLapltulatl dulrungaa
tlngLet Kabupaten/ Kota.

llNo.l+Ito.3f - Ito.2f
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jrrmfufu

pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi

dil,anjutlan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*)jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak

pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2
(dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak

3. Memenuhi/ tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.

pendukung.

4. Jumlah kekurangan sebaftrn dukungan yang harus diperbaiki pada masa
perbaikan sebanyak Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai

dokumen untuk melakukan pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan

KPII Kabupaten Sumbawa Barat

ilo IIIAMA JABATAIT TAITDA TAIIGAIS

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5. Anggota

Keteraagen:
*) Pilih salah satu.
**) Beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

kabupaten /kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak

orang.
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PERMTATAAN XF^'ADIA![ NIIUSUS DAX/ATAU I{TBENATAN DALAU PROSES
REKAPITULASI DUKI'NGAIY BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORAIIGAN

DAI,AU PEUILIHAN BUPATI DAN WAISL BUPATI
KABUPATEIY SUUBAWA BARA'T TAIII'il ZtrX)

DI ?IIYGTAT I(ABI'PATEIY

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten /Kota *) ............ ..... Provinsi Nusa

Tenggara Barat telah terjadi/tidak te{adi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan

keberatan oleh Bakai Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon

Perseorangan *) 
:

20.

BAKAL PASANGAIT CALON/TrU

BAKAL PASAITGAIT CALON *I

I(ETUA

Keterangaa:
*) Coret yang tidak Perlu.

"") Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupatenf Kota, dan apabila
terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

KOMISI PEMILIIIAIT UMUM
r(ABUPATEN/KOTA *l

LampiranMODEL
BA.7.I{trTK

PERSEORANGAN
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BERITAACARA
IIASIL VERIFIKASI PEUEIYI'HAIY JI'ULI\H TIIYIUAL DAN SEBARAIT DUKUITGAIT

PERBAIITAN DAI,AU PEUILIIIAIT BUPATI DAII ITAIIIL BUPATI

TABUPATEIT SUUBAWA BARAT TAIIUN 2(y2A

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di ................, KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan

verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI Sumbawa Barat, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati

2. BakalCalon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Kabupaten atau KPU Kabupaten /Kota *) melakukan kegiatan sebagai

berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungaa perbaikan dan persebaran yang terdapat

dalam dokumen asl.r lnrdmpg formulir Model E}.1-KWK PerseoranganPerbaikan;

b. melakukan verilikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model 8.1-KWK Perseorangan

Perbaikan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat

dalam sofiapg formulir Model B-I-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangaa

di tingkat KPU Kabupaten jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-
KWK Perseorangan/8A.8-KwK Perseorangan*) sebanyak pendukung dan tersebar
di kabupaten/kota*).

Hasil verilikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

UODELBA.I-KUTI(
PIRSEORANGAIY PTRBNI{AIT
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1. Jumlah dukungaa yang terdapat dalam hardnpg formulir Model E}.1- KWK
Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan tersebar di

Yo Kabupaten/Kota) di Kabupaten Sumbawa Barat atau sebanyak
Kabupaten / Kota *), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak

Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas

Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model 8.1-KWK
Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung,*), serta dinyatakan Memenuhi
Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam soficopg formulir Model B.I-KWK
Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di
Kabupaten/Kota di Kabupaten Sumbawa Barat atau sebanyak
Kabupaten/ Kota.

o/o

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing- masing
rangkap ditandatangani oieh Ketua dan anggota KPU Kabupaten atau KPU
Kabupaten/Kota ").

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2, 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten atau KpU Kabupaten /Kota.

KPU Ikbupaten SdamaM

Keterangan:

*) Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAIT TANDA TAITGAN

1 Ketua

2. Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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BERITA ACARA
IIASIL VERIFII(ASI ADMIM8TRASI TERHN)AP I{ESESUAIAN DATA PENDUKUNG
PERBAII(AIII DENGAN PERITTYATAAIV DUKUNGAIT PERBAII(AIT DALAU PEDIILIHAN

BUPATI DAN WAXIL BUPATI ITABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2O2O

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di , KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah

melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan
dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama:

L. Calon Bupati:

2. Calonwakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan
perbaikan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin,

tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-

KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau

surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan

sipil;

2. verilikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. verilikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia
pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai
berikut:

TABEL

HASIL VERIFII(ASI ISI FORUULIR 1IIODEL B.l.KqIK PERSEONANGAIT PERBAII(AIY

MODEL BA.2.I(WI(
PERSEORAITGAN PERBAIKAN

1 Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon
Perseorangan

No Uraian
Jumlah

Awal MS TMS
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2 Pendukung yang dicoret karena narna, alamat dan NIK
pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyataan dukungan (Formulir Model El.1-KWK

Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan
fotokopi identitas kependudukan.

3 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan daerah pemilihan.

4 Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi
identitas kependudukan sebagai lampiran surat
pernyataan dukungan (Formulir Model B.I-KWK
Perseorangan Perbaikan).

5 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.

6 Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat karena tidak memenuhi syarat usia.

7 Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat
Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-

(No.2+No.3+No.4+No.5+t lo.6))
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Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan

2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorang€rn.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing- masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

1 (satu)rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
1(satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kebupaten SITMBAIIA BARAT

Keterangan:

1

2
3

NO NAMA JABATAIY TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5. Anggota

.) Pilih salah satu
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BERITAACARA
IIASIL VERIFII(ASI AI'UIMSTRASI TIRHADAP IITSESUAIAIY DATA PTIIIDUKUITG

PERBAIKATY DEITGAIY DATTAR PEUILIH TEIAP DAil/ATAU DAT"TAR PEITDUDUK

POTENSIAL PEUILIH PEUILIHAIT DALIIU PEUILIHAIT BUPATI DAIY WAITIL BUPATI
KABUPATTIT SUUBAqIA BARAT TAIIUN 2U2O

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di ................, KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa
Barat, atas nama:

1. Calon Bupati:

2. CalonWakilBupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten melakukan kegiatan
verifikasi kesesuaian antara formulir Model 8.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar
pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungal perbaikan pasangan ca-lon

sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak orang
yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir.
Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum
dalam DPT dan/atau DP4 dilakukanverifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

MODEL EA.3.I(WK
PERSEORAITGAIT PERBAIIIAN
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BeritaAcara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifrkasi dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten atau Panwas Kabupaten Kota;

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Krbupetcu $rrhete hrt

Keterangan:

*) Pilih salah satu;

ro NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-66-

BTRITA ACARA
HASIL KLI\RIFIKASI DINAS IITPEIYDUDUKAIT DAIT CATATAN SIPE

UODEL 8A.3.1-KU'K
PERSEORAITGAIY PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di............. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan penelitian kesesuaian antara data
kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data
dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN SUMBAWA BARAT atas nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam
DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
SUMBAWA BARAT.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

2016
Kepala Dlnas KependuduLaa dr" Cataten

Sipfl l{abupsten Sumbasa Barat

(.

Keteranfan:
*) Pilih salah satu.

1 Jumlal Pendukung
kependudukannya benar.

Perbaikan yang status

2 Jumlah Pendukung Perbaikan
kependudukannya tidak benar.

yang status

3 Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat
dinyatakan status kependudukannya.

No Uraiaa Jumlah

..)
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BERITAACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAIT XTGANDAAIT DUKUIYGAIT

PASANGIIN CAI.,ON PERSEORAIYGAN DAI.A}I PEMILII{AN
BUPATI DAN qIAKIL BUPATI KABUPATEN SUUBAWA BARA'T TAHUN 2O2O

MODEL BA.4.IItrIK
PERSEORANGAN

PERBAIIIAITI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di............. KPU Kabupaten Sumbawa Barat

telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan

Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat atas nama:

1. Calon Bupati:

2. CalonWakilBupati:

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. Satu or€mg memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangan ;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan

Calon perseor€rngan ; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
IIASIL VERIFINASI DUGAAIT NTGANDAAN

1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan.

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada I (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan
tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.

3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda
yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

No Uralaa Jumlah
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Demikian Berita Acara ini dibuat datam 4 (empat)/S (lima)") rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kpu Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

i (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

1 (satu) raagkap disampaikan kepada PPS melalui PpK;

1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

untuk Pemilihan Bupati dan lVakil Bupati, 1

disampaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota*) ;

(satu) rangkap

I(PU lhbupaten &rmbqwe Bamt

Keterangan:

*) Plih salah satu.

ITO NAMA JABATAITT TAI{DATANGAIY

1 Ketua

2. Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5. Anggota
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Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara
(PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan
perbaikan dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Sumbawa Barat atas nama:

l Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah
melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung

Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocokkan kebenaran narna dan alamat pendukung, serta

dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung
yang tidak hadir pada wa-ktu dan tempat yang telah ditentukan
sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling

lambat sebelum batas a-khir verfikasi faktual;
c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta

dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap
dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan
perbaikan sebanyak ....... dukungan.

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta

dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap
dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

MODELBA.S-KUIK
PERSE ORAIIIGAN PERBNKAN

A. Hasll

TABEL T

PE ELITIAIT FATTUAL

BERITAACARA

HASIL PDIVELITIAIT TAATUAL TERHAI}AP DUKT'IIIGAN PERBAII(AIT PASAITGAN CALOI{

PERSEORANGAIT DALA.U PEUILIHAN BUPATI DAN WATIIL BUPATI

I(ABUPATEIT SU BAWA BARAT TAHUN 2O2O

OLEH PAITITIA PEUUNGUTAIT SUARA
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NO

-1-

2 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangal/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

3 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
Model B.1 KWK Perseor€rngan Perbaikan dan menyatakan
dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan

atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
4 Pendukung Pasaagan Calon Perseorangan yang memberikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK

Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan
dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon

Derseorangan.
5 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

dukungan lebih dari I (satu) kali kepada I (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakaa mendukung.

6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari I (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Persenran oqn Perlrqilrqn

7 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakaa dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

8 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan
tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

I Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekeq'aan sebagai

PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten /Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten f Kota, Panwas Kecamatan,
PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan
Pensawas Pemilihan- serta Kenala Desa-

KRITTRIA
JUMLAH

MS TMS

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1

(satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.
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10 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan

tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir
Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

11 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia

mengisi I^ampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan

Perbaikan.

t2 Pendukung yang menyatalan kebenaran dukungannya
kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseoraxgan.

13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK

Perseorangan Perbaikan -

l4 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain

angka 7 s.d. 13

15 Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama
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B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukungyang dapat ditemui sebanyak........ orang.

2 . Pendukung yang tidal dapat dltemul sebanyak . .. . .. orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut
huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian

faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai

berikut:

TABEL II

PEIYELITIAIT FAI(TUAL I"AITJI'TAIT KEDUA

A. Hasil

JUMLAII

1 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1

(satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.
2 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

3 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
Model 8.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan
dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan

NO KRITERTA
MS TMS
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tanda tangan atau cap jempol.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan
dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon
perseorangan.

5 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari I (satu) kali kepada I (satu) Pasangan

Calon perseor€rngan yang dukungannya hanya dihitung I
(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian

faktual, dan menyatakan mendukung.
6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK

Perseorangan Perbaikan.
7 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tar:gan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

8 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan
tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan
membubuhkan tanda tatgan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

9 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai

PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten lKota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Panwaslu Kabupaten f Kota, Panwas Kecamatan,

PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan

Pensawas Pemilihan. serta Keoala Desa.
10

11

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan
tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir
Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari I (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan

Caion perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia
mengisi Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan

Perbaikan.
t2 Pendukung yarg menyatakan kebenaran dukungannya

kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
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13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK

l4 Pendukung yanS
selaindinyatakan

angka 7 s.d. 13

15 Pendukung Pasangan Calon Perseorangal yang dicoret da-ri

daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan
batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.

T6 Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan
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B. Data kehadiran Pendukung:

1 . Pendukung yang dapat ditemui sebanyak . . .. ... . orang.

2. Pendukungyang tidak dapat ditemul sebanyak...... orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II,
disimpulkan has'l sebagai berikut:

Tabel III

BTSIUPUI"ATY HASIL PENELITIAIV FAI(TUAL

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan

Calon perseor€utg€Ln;

1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kotamelalui PPK;

1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

Keterangan:

1

2

3

4

5

Uraian MS TMS

Jumlah keseluruhan hasil
penelitian faktual

Tabel I MS + Tabel II MS TAbCI I TMS + TAbCI II TMS

NO NAMA JABATAN TANDATAIYGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

*) Pilih salah satu
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AURAT PERTTATAAIY
TIDAII UENDUKI'ITG BAXAL PASAI5GAN CALOIT PERAEORAITGAIT DALII PEUILIIIAIT

BUPATI DA.IT WAI{IL BI'PATI
KABUPATEIY SUUBAWA BARAT TAHUIT 2Oi}O

Yang bertanda tangan di bawal ini :

a. Nama

b. Nomor iffP/NIK

c. Alamat

d. TTL/Umur

e. Jenis Kelamin

ta}lun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya Adak petaah nen&thtng ddam
bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama:

1 Bakal Calon Bupati:

2. Blakal Calon wakil Bupati:

dam fut*dlo1'ttdak Drrs*dfd| membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat

Pernyataan ini.

20....

Yareg rembuat perayataan

Keteraalaa:
*) Pilih salah satu.

LAIIIPIRAX UODEL BA.s-KWK
PERSEORANGAI{ PERBAIKAIY

(. .)
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REKAPITUL/TSI DUIN'NGAN PERBAII(AN BAXAL PASAITGAII CALOIV
PERSIORANGAN DALAU PEUILIITAN BUPATI DAIY WAKIL

BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAIIUN 2O2O
DI TIITGI(AT I{TCAUA.TAIT

MODELBA.6.IfiIIX
PERSEORANGAIII PTRBAIIIAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di ........... ., PPK telah melakukan rapat

pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARATberdasarkan hasil penelitian faktual yang

dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas
nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan

berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan
hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana

tersebut pada angka 1, ada/tidak ada ") keberatan dari pasangan Calon/tim
penghubung/ Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang dialiukan sebagaimana terebut pada angka 2 **): PPK menerima

D dan melakukan pembetulan.

O Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi

Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model 8A.6
KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS,

sebagai berikut:
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TABEL I
EAAERAPAT Pt,l O NEI(A?IfI,I.AAI DUI('NGAT PERIAII Ji PAAANGAIT C,ALOIT PERSEORAXGAIT DI TTTGXAT XECAIATAX

NO URAIAI{ DESA...... DESA...... DES4...... DESA...... DES4...... DESA...... DESA Dst. JUMLAII
I Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil penelitian faktual oleh

PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah
akhir pada Tabel III kolom MS pada

Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan

Perbaikan untuk setiap desa.

2 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh PPK.

3 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh PPK.

4 Jumlah pendulung perbattan Parangan
Calon Pereeorangan hatll reLapltularl
dutungan pertalltan tfngLat kecamaten
yang dlnyataLa- EGmenuhl s5rarat.
((No.1+No.3) - No.2)
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TABEL II
REKAPITULASI JUUI"AH DUKIIIYGAIY PERBAIKAIIT PA,SANGAIT CALON PERSEORAIYGAIY

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. I (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu)rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [{] pada kotakyang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

1 a.

b. orang

c. dst.

NO NAilA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

NO I(TCAMA'TAN KTLURAIIAN/DESA JUMLAH DUKUNGAN

lSebagaimana
tercantum pada

orang
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PERIITYATAAN ITF^'N)IAN KTIUSUS DAIS/ATAU I(TBERATAIT DALAT PROSES
REKAPITULASI DUKI'NGAN PERBAIKAN BAITAL PASAIYGAII CALOIT
PERSF,ORANGAN DALATI PEMILIIIAN BUPATI DAN WAI(IL BUPATI

KABUPATEIY SUMBAWA BARAT TAIIUIII 2O2O
DI ?IITGKAT I(ECATATAIiI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat di Kecamatan

Kabupaten/Kota J Provinsi Nusa

Tenggara Barat telah terjadiltidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan

oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

20.....

BAIIAL PASAIYGAIT CAI.'oIT/ TIU
BAIIAL PASAITGAIT CALON *I

PAITITIA PEMILITIAII I(TCAUA'TAN

KETUA

Keterangan:
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat

keberatan dari Bakat Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

LAMPIRAN MODEL BA.6-I(UIK
PERSEORAIIGAN PERBAIKAN
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REI(APITULITSI DUIil'ilGAN PERBNI(AIV BAXAL PASANGAIY CALON
PERSEORAIYGAIY DALITU PEMILIIIAIT BUPATI DAN WAIUL

BUPATI I(ABT'PATEN SUUBAWA BARAT TAHUIT 2O2O
DI TIIIGKAT I(ABI'PATEN

MODEL BA.7.IIU[T
PERSEORAIIGAN PTRBAITTAN

Pada hari ini .............. tanggal bulan
bertempat di KPU Kabupaten/Kota

telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat berdasarkan hasil
rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon
Perseorangan atas nama :

1. Bakai Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten f Kota, KPU

Kabupaten /Kota*l telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangaa Calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/tim
penghubung/ Panwaslu Kabupaten/ Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **): KPU

O Kabupaten /Kotamenerima dan melakukan pembetulan.

O Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung
tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia ") mengisi Formulir
Keberatan di Tingkat Kabupaten /Kota,.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam l^ampiran Formulir Model BA.7-
KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat di tingkat Kabupaten /Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh
PPK, sebagai berikut:

Tahun dua ribu
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TABIL I
IIASIL RAPAT PLEITO NEI(APITOIAAI DI'I'UI{GAI{ PERBATXAII PASAI(GAJI c.AI,(It PDRAFI}R.'I{GAI{ DI TII{qi/TT I{ABI'PATET{/BOIA

.t

NO URAIAN Ktc. ...... KEC. ...... KEC. ...... xtc. ...... Ktc. ...... I(EC....... KEC. Dst. JUMLAH
1 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir
Model BA.6-KWK Perseorangan perbaikan

dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil
koordinasi ke Disdukcapil dari setiap
kecamatan.

Catatan: khusus untuk Pemilihan BUPATI
dan Wakil BUPATI tidak perlu dikurangi TMS
Dukcapil

2 pendukung pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilalukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten /Kota.

3 Jumlah pendukung perbaikan pasang€u1 calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten /Kota.

4 &mlah pendukung perballan parangatr
calon Perteorangaa hasll rekapttulasl
dulnrngan ttagkat Kabupaten/ Kota.
(lNo.1+No.3f - No.2f
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TABEL II
RTKAPITUI"ASI Jf,IULIUI DUKI'NGAIT PIRBAIIIAN

PASIUTGAIY CALOil PERSEORANGAIIT

Dengan demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

TABEL III***I
JUML/uI DUKI'ITGAIT N$IIR PASAIIGAN CALOIT PERSEORAITGAIT YANG UEUEITUHI SYARAT

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rang$ap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten /Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melalukan

pendaftaran;

2. 1 (satu)rangkap untuk Panwaslu Kabupaten /Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten dalam Pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI.

KPU lhbupater/Kota"l .............

Keteraatarr:
*) Pilih salah satu.
**) Beri tanda [{ pada kotakyang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

1 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Paslon
Perseorangan

2 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan
Perbaikan Paslon Perseorangan

3 Pendukuag yaag Uemenuhl
Syarat

NO NAMA JABATAN TANDA TAIYGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

Anggota

NO KABUPATEN/KOTA KTCAMATAN JUMLJIH DUIfi'NGA!5
lsebagaimaaa tercaltua

pada aomor 4 Tabel I
na+sL aa+la* l?a^--^+^-l

I a. orang

b. orans

c. dst. orang

No Uralan JumlahDukungan Jumlah Sebarao

5.

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-82-

PERITYATAAN KF.'ADIAN KTIUSUS DAIT/ATAU RTBERATAIT DAI,AU PROSES
REKAPITULASI DUKUITTGAN PERBAIIIAN BAIIAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAIY DAI.AU PEUILIIIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ITABUPATEIT SUUBAWA BARAT TAIIUIT 2U2O
DITINGXAT K/IBI'PATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota *)

Kabupaten Nusa Tenggara Barat telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau

pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon

Perseorangan *) 
:

20.....
BAKAL PASANGAN CALOIT/TIU

BATTAL PASATTGAN CALOIT *l KOTISI PEUILIIIAIT UUUU
KABUPATEIT/KOTA *l

XEf,UA

Keterangan:
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupatenf Kota, dan apabila

terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon
Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN DIODEL BA. 7-I(SII(
PERSEORAITGAN PERBAIKAN
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TANDATERIUA PENDATTARAIT PASAITGAN CAI,ON BUPATI DAIY WAISL BUPATI
I(ABUPATEIT SUMBAWA BARAT

IIODEL TT.l.KIf,K

Bahwa pada hari tanggal bu1an........... tahun ...., telah diterima
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati:

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk Lnrdfile dan sofifile yang akan diperiksa dan akan
dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Keterangan:
*) pilih salah satu

Nama lengkap dan tanda tangan
(

CAP
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LIIUPIRAN TANDA TERIMA PENDAT"TARAIY
BAXAL PASANGAII CALOIY BUPATI DAN ItrAKIL BUPATI KABUPATEN

SUMBAWA BARAT

_

1. Identitas Baka.l Calon BUPATI:
Nama
Alamat
Nomor Telp.

2. Identitas Bakal Calon Wakil BUPATI:
Nama
Alamat
Nomor Telp.

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
Hari
Tanggal
Rrkul

(Nonor 4 dttsl dpabfb. Bako,l Pasantgan Calon Dlusulkoln oleh Pataat Polttlk/(tubttngan Pafial polttJ,kl

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik *) pengusul:

LAUPIRAN
MODEL TT.I.KIilI(

1

2

3

4

5

\NO PARTAI
POLITIK

AI.AUAT I(AI{TOR
DEMAII PIilPINAI{
PARTAI POLITIK

IIOUOR TELEPOI{
I($TTOR DDWA!5

PIUPII{AIT PARIAI
POLITIK

ITOIOR & TAIT(X}AL KEPUM'SAIT PIUPIilAI{ PARTAI
POI,ITIK TINGI(AT PUTIAT DAI{/ATAU KEPUTUSAIT
PIUPINAII PATTAI POLITIK TII{GXAT PROVII{SI

TETITAilG IITPENGURUSAN PARTAI POLITIK

NOTOR & TAITq}AL I{:IFUTUSAT{
PIIPINAil PARTAI FOLITIK TIIIGIIAT

PUSAT TEilTAITG PERSEIUJUAII BAIIAL
PAAAXGAIT CALOT{
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A. SYARAT PENCALOIYAIT

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

Ito JEITIS DOKUUEIT
HASIL PEITELITIAN KELEITGKAPAIY DAN KIABSAIIAII DOKUUEIY I{TT

ADA TIDAI(
ADA

MEMEIYI,Iil
SYARAT

TIDAN
MEMEITUHI

SYARAT

1 Mode1 B KWK-
2 Model E}.1 KWK
3 ModelE}.2 KWK-
4 ModelEl.3 KWK-
5 Model B.4 KWK-Parpol (Keabsahan

dokumen diteliti
pada masa
verifikasi)

6 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik

7 Surat Keputusan pengambilalihan
pendaftaran pasangan calon

wewenang dalam

Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang
pendaftarannya tidak dilakukan oleh pimpinan
Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat

kota

BA.7.KWK 8-KWK
CALC

1

2 Model B KWK -
3 Model E}.3 KWK-Perseorangan (Keabsahan

dokumen diteliti
pada masa
verifikasi)

Ito JEITIS DOXT'UEN IIASILPEDIERIKSAIIIT
KELEITGI{APAIT DOXUUEIT

KETERANGAIT

ADA TIDAI( AI'A
1 Model BB.1 KWK

sesuai tingkatannya

DARI

Perseorangan
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2 Model BB.2 KWK
usan tian dari Calon adalah KPU KPU

Provinsi/KlPAceh, X.PU/KIP Kabupaten f Kota,Barvaslu, Bawaslu Provinsi, Panrvas
Kabu Kota.

a. sedang dicatbut hak berdasarka:r putusan pengadilan yang teiah mempunyai
ke:kuatan hukum

b. tictak sedang merniliki tanggungan hutang secara

4

9

JiLLgrr

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
menjatuhketn putusan, bagi bakal calon 1,ang pernah di

terpidana
pengadilan

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik
atau nasional

secara terbuka dan jujur pada surat kabar lr:kal

Surat keterangan tidak pernah sebagai berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tingqeil calon
Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (ailpa leurs) atau alasan politik
berdasarkan putusan pengadilan
pengadilan negeri yang pidana penjara
karena kealpaan {atlpaleurs) atau alasan politik
Baei Ilakal Calon tidakstatus dalam

5

6.

7
dari aksaan

Salinan tusanpu hukumyangperrgadilan brlkalhaI Calontetap,
adalah Mantan selesaitelah masayangTerp:dana 5menjalani palingpidananya singkat (lima)

r.tahu sebelum dan mantanbukanjadwal pendaftaran bandar narkoba atauterpidana
seksual anak

tidak dalamc. surat

Mantan Terpidanayang telah selesai menjalani pidana
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaltaran

selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembagrr

p(l
c. surat keterangan telah

penjaraDalanr hal bakal Calon
tetapi belum melamtrlaui paling dan bukan

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangku tan bukan sebagai
laku keiahatarr -y€rng berulary{ dari Kepolisian sesuai tingkatannva.

mantan bcmdar narkoba dan ahatan seksual anak:
a. Bukti telah surat kabar lokalkepada pu secara terbuka dan jujur

atau nasional

8

telah berkekuatane.
Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah h
yang [renyatakan ba^hwa:

ukumnya meliputi tempat tinggal Calon

hukum
perseorangan dan/atau secara badan

telah

su rat telah pembebasan cuti bersyarat atau
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam l:al Bakal Calon mendapat

cuti cuti bebas

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-87-

10. Surat catatan Bakalketerangan Calon tidakkepolisian menerangkanyang pr'rnah/
melakukan daritercela sesuai

11. tandaSurat terima harta dari Komisipenyerahan laporan kekayaan penyelenggara negara
Pemberantasan

L2 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Dokumen olehdikeluarkan torKan ak calontyang PqjPelayanan tempa bersangkutanyang
ibterdaftar

kartu Nomor Pokok W atas nama calona.
b. terimaTanda Surat Pemberitahuan unanTah Wpenyampaian Pajak Penghasilan ajib Pajak

atasPribadi nama bakal untuk 5masaOrang calon, tah terakhirun atau calon(lima) sejak

13

c. Tanda bukti tidak
l4 BUPATI penjabat

BUPATI,
Surat tusan seberhentian Buabatkepu pem bagai ataupenjabat penj pati
walikota calon berstatus sebagi yang abat ataubagai penjabat penj Bupati penjabat

alikotaw
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
16. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat (STTB), yang telah oleh instansi yang

L7, Naskah danmlslvisi, Calon Rencanaprogram JPasangan mengacu pada Pembangunan angka
Daerah Calon

18. Daftar namaTim Kam dan atau kecamatan
Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna 4x6 cm 4
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm se 4lembar

Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 4 2lembarc.

19.

hurufd. Foto huruf dan hurufc

Pilih salah satu
Keterangan:

2. CALON WAKIL BUPATI :

HASILPEMENIXSAA1T
NELEITGI{APAIT DOKUUEIT

XTTERANGAN

AI'A TIDAI( ADA
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK

lYo JEITIS DOKUMIil
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4

3 Kepul.usan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU
Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /Kota, Barraslu, Bawaslu Provinsi, Panrvas
Kabu Kota.

b. tidak sedang merniliki tanggungan hutang secilra perseorangan dan/atau seca,ra badan

Surat keterangan catatan kepolisian yang menera:ngkan Balal Calon pernah/ti<lak pernah

Surat keterangan tidak pemah
berkekuatan hukum tetap dari

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
pengadilan negeri'yang wilayah h ukumnya meliputi tempat

calon
5. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa leurs) atau alasan politik berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mernperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang perrrah dipidana penjara karena kealpaan ringan

atau alasan

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

6. ISakal Calon status tidak dalam
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal

atau nasional
b. Salinan
c. surat dari tidak dalam

7 Salintur putusan pengadilan yang telah berkekuatern hukum tetap, dalam hal bakal Calon
adalah Mantan Terpidanayang telah selesai menjrilani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau

seksual anal<
Dalam hal bakal Calon adalah
tetapi belum melampaui paling

Maltan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara
singkat 5 (lima) tal:un sebelum jadwal pendaftaran dan bukan

mantitn bandar narkoba dan seksual anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar l:kal

nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bal*al Calon yang bersangkutan sebagai

a}tatarr dari sesuar
c. surat keterangan telah selesai nrenjalani pidana penjara dari kepala

d. surat keterangan telah selesai nrenjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarerkatan, dalam hal Bakal Calon mendapat

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menielang bebas
e san telah berkekuatan h ukum

8

9

10.

Surat keterangan dari
yang menyatakan bah

pengadilan n.egeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
.wa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkatr putusan pengadilan yang teiah mempunyai
kekuatan hqku!)Ietap

melakukan tercela dari sesuai

terpidanayang

nlrtu san yang telah berkekuatan hukum tetap

hukum
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Surat keterangan tidak sedang din]r21ak^r. pailit berdasarkan putusan pengadilan
mempunyai kekuata.n hukum tetap dad pengadilern niaga atau pengadilan

Iftmtor Pelayana:r Pajak tempat calon yang bersangkutan

Oi'ang Pribadi atas nama bakal calon, untuk nlasa 5 (lima)
ak ib

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wrfiib Pajak (NPWP) atas nama calon

__ huE,r mrye_!.1q!tpU!L
Doku.men yang dikeluarkaa oleh
terdajtar sebaeai wajib pajak:

terakhir atau sejak ca ion -

yang teleih
tinggi yang wilayah

tempat tingsal calon

b. Tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan

--__lqegEdl_\r!U&pglgk 

--
c. Tanda bukti tidak mempunyai

14.

15.

tusan pernberhentian sebagai penjabat BUPATI, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat BUPATI, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota

Surat kepu

Kartu Tanda Penduduk Elektronik
16 Sunlt Tanda Tamat Bel4iar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yangFotokopi ljazah/

t7.
Daerah Calon

angkaNaskah da:rmlsl Calonvisi, Rencana Pem JPaszmganprogram mengacu pada balgunan

18. Daftar namaTim L dan atau kecarnatan

a. Pas Foto Berwanta ukuran 4x6 cm sebanyak tt lembar
Foto l'erbaru

Pas Foto Hitam F\rtih ukuran 4:x6 cm se 4lembar
Fcrto calon ukuran 1O.2 cm x 1!i.2 cm 4 2lembarc

19.

d Foto

-89-

11. Surat tanda terima penyerahan laporan kekayaan penyelenggara negara ciari Komisi
Pemberantasan

huruf a, huruf b, dan c
Keterangan:

Pilih salah satu

20......

Yang UenyemhLaa
Ttm Bakal earangra Calon/Balal Pasaagaa Calon *f

(.. .l

YangMenerlma
Ketua/Anggota KPU Prorrlnst/Ketua Po$a Pelcalomaa *f

(.................... ....1
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TANDA TERIMA DOKUUEN PERBAIHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAI{IL
BUPATI XABUPATEN SUUBAUIA BARAT

MODELTT.2-IilII(

Bahwa pada hari tanggal bulan...

telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon

tahun
Bupati dan

Wakil Br-r,pa,ti atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati:

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan sofifile yang akan diperiksa dan akan
dicatat dalam tampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati sebagaimana terlampir.

,..

(...

Yang Menyerahkan,

.)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keteranqan:
*)pilih salah satu

Yang Menerima,

Nama lengkap dan tanda tangan

CAP

(. .)
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L/\MPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAI(AL PASANGAI CALON BUPATI DAN WAI{IL BUPATI

I(ABUPATEN SUXIBAWA BARAT

LAMPIRAN
MODELTT.2-IflTK

1 Identitas Bakal Calon Bupati:
Nama :............
Alamat : ...........
Nomor Telp

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:
Nama
Alamat
Nomor Telp

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan Hari

Tanggal
Pukul

A. SYARAT PE!{CALONAN

JEITIS DOKI'UEIT
I{ET

AI}A TIDAI(
ADA

TEUErI'HI
SYARAT

TIDAII
DIE}IEITU

HI
tr

1 Model B.4 KWK-Parpol (Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa
verifikasi)

2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan

Digunakan
sebagai dasar

$o
I(ELEITGI{APITIIT

CALOIY DARI PARTAI POLITII(

I

I

1

I

I
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2

kepenguru san setelah pendaftaran untuk
melakukan
koordinasi dalam
proses

Penelitian
dilakukan pada
masaverifikasi
administrasi dan
faktual

Model B. t KWK-Perseorangan Perbaikan

2 Model E}.2 KWK- Perseorangan Perbaikan Penelitian
dilakukan pada
masaverifikasi
administrasi dan
faktual

3 Model El.3 KwK-Perseorangan (Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa
verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

ro .'ETISDOKUilF;TT HASILPEMERIK8AAIT
KTLEI{GNAPAITDOKUUEX

KETERAITGAIT

IIDA TIDAIT AIIA
I Model BB.1 KWK
o Model BB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU

Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas
Kabu Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal c4on

E
1

PERSEORANGAIT
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5 Surat dipidana karena kealpaan ringan (culpa ler,zs) atau politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusarl, bagi bakal
karena atau alasan

Bakal Calon status tidak alani dalam

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

6
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan

atau nasional
jujur pada surat kabar lokal

b. Salinan telah berkekuatan hukum
c. surat dari tidak dalam

7 Salinan putusan pengadilan yang telah hukum tetap, dalam hal bakal Calon
adalah Mantan Terpidanayang telah selesai menjalani
tahun sebelumjadwal pendaftaran dan bukan mantan

masa pidananya paling singkat 5 (lima)
terpidana bandar narkoba atau

seksual anak
8 Dalam hal bakat Calon adalah Mantan

tetapi belum melampaui paling singkat
Terpidanayang telah selesai menjalani piaan?perfi-ara 

.-

5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
rnantan bandar narkoba dan seksual anak:
a' Bukti telah mengemukakan kepada pu secara terbuka danjujur pada surat kabar lokal

atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon )'ang bersangkutan bukan SCbagai

dari sesual
c surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga

d.. surat keterangan telah selesai menjalani pembe basan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan dalam hal Bakal Calon mendapat

cu ti atau cuti bebas
e tusan telah hukum

9. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
lrang menyatakan baiwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

kekuatan hukum tetap
pengadilan yang telah mempunyai

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan
hukum

10. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Calon pernah/tidak
ntelakukan tercela dari sesuar

11. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari
Pemberan tasan

t2 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putu szul pengadilan yang telah
tetap dari pengadilanmempunyai kekuatan hukum

calon
niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

calon yang pernah dipidana penjara
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Dokumen uarkandikel Kantorolehyang ak t calonPajPelayanan tempa tanbersangkuyang
SCterdaftar

kartu Nomor Pokok Wr atas nama calona.
b wajterimaTanda Suratpenyampaian Pemberitahuan unanTah ak ibPaj Penghasilan Pajak

atasPribadi bakalnalna untukOrang masa 5 tahuncalon, terakhir atau(lima) calonsejak

13.

c. Tanda tidak
I4 Surat tusan abat Bu atau

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat
Walikota

BUPATI, penjabat Bupati atau penjabat

15 Kartu Tanda Penduduk Elektronik
16 instansi yangTandaSurat TamatljazahlFotokopi telahBelajar (srrB) yang dilegalisasi

17. Naskah danmlslvisi, Calonprogram RencanaPasangan mengacu J'pada Pembangunan angka
Daerah Calon

18. nama Tim Kam atau kecamatankabu
Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm se 4lembar

Foto calon ukuran lO.2 cm x 15.2 cm 4 2lembarC.

t9

d. Foto se huruf huruf dan huruf c
Keterangan:

Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI :

I{ELElTGNAPAIT DOI(UUEIT
KETERAITGAIT

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 tusan berhentian dari tKepu pem adala}rCalonpejaba berwenang KPU KPUapabila Anggota

Provinsi PKI Aceh KIPKPUI Bawaslu BawasluKabupaten f Kota, PanwasProvinsi,

4 Surat tidak seketerangan berdasarkanpernah bagai telahputusan yangpengadilan
berkekuatan hukum daritetap pengadilan negeri wilayahyang meliputihukumnya tempat

calon

I

ITO JTIVIS DOKI'IIEIT

AI'A TIDAI(ADA
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5. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (anlpa leuisl atau alasan politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem peroleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi ba,ka1 calon yang pernah dipidana penjara
karena atau

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

6 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam peniara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka danjujur pada surat kabar lokal

atau nasional
b. Salinan tusan telah hukum
c. surat dari tidal< dalam ara

7 Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon
adalah Mantan Terpidanayang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau

anak
8 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan

tetapi belum melampaui paling singkat
yang telah selesai menjalani pidana penjara

5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
mantan bandar narkoba dan ahatan seksual anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada

atau nasional
publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan SC,brgd
dari sesual

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga

d surat keterangan telah selesai menjalani pembe basan bersyarat , cu ti bersyara t atau cuti
menj elang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat

berbasan CU ti atau cuti bebas
e. tusan telah berkekuatan hukum

9 Surat keterangan dari pengadilan
bahwa:

negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum

b. tidak sedang memiliki tanggungan hu tang secara perseorangan dau.r/ atau secala badal
hukum adi

10. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/ tidak pernah
melakukan tercela dari sesuar

11. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi
Pemberantasan

t2. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
tetap darimempunyai kekuatan hukum

calon
pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

alasan politik
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Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan tempat calon yang bersangkutan
terdaftar se
a. kartu Nomor Pokok Wr ib atas nama
b terimaTanda Surat TahPemberitahuan unan wpenyampaian Pajak Penghasilan Pajajib

atasPribadi nalna bakal untuk 5masa tahOrang ca1on, terakhirun atau(lima) sejak
adi ib

13

c. Tanda bukti tidak
l4 BUPATI,

Walikota BUPATI,
Walikota

Surat san tiankeputu pemberhen atausebagai penjabat penjabat Bupati penjabat
calon berstatusbagi atauyang penjabatsebrgai penjabat Bupati penjabat

15 Kartu Tanda Penduduk Elektronik
t6

L7

Surat Tanda Tamat telahljazahFotokopi instansiolehBelqlar yang(sTrB), dilegalisasi yang

Naskah misi dan Calon Rencana Jr
Daerah Calon

18. Daftar namaTim kabu atau kecamatan
Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm se 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm 4lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 2lembar

19.

d Foto huruf hurutf b dan huruf c
Keterangau:

Pilih salah satu.

-96-

Yang
Ttm Bakal Parangan Cdon/BaLal Parargen Caloo *l

Yangtenerlna
Ketua/Anggota KPU Provlncl/Ketua Po$a Pencdonan *f

(. ..t

Menyerahkaa

{...........
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BERITAACARA
IIASIL PENELITIAIT PERSYARATAfl ADUIIIISTNASI DOKI'UEIII

PERSYARATAN PEIYCAIDITAIY DAil PERSYARATAN CALOIY DAI.,AT
PETILIHAT BUPATI DAIS WAIIIL BUPATI KABUPATEIY SUMBAWA

BARAT TATIUIY 2O2O

MODEL BA.HP-IflIIK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempa.t di............ .., KPU Kabupa.ten Sumbawa Barat telah

melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil
Bupati Sumbawa Barat atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratarr calon tersebut dituangkan
dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
z. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Keteranfaa:

. a'

NO NA]UA JABATAN TAITDATANGA!{

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

*) pilih salah sat
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LA.MPIRAIT BERITA ACARA PENELTTIA.IT PERSYA.RATAIT ADUITIATRASI IX)KI'UEIT PERSYARATAT PENCALOI{4.IT DAIT

PERSYARATA.II OALOTDALAM PF,IILIIIAI{ BI,PATI DAIT WAXIL BI,PATI XiIBI,PATETI SI,UBAWA BARAT TAIII,IT 2O2O

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sumbawa Barat ........,... ................atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.... sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

LAIUPIRAN
MODEL BA.HP.I(WX

NO JENIS DOI(UMEN
IIASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAIIAN DOI(UMEN KET

ADA TIDAK
ADA

MEMENI]HI
SYARAT

TIDAI(
MEMENT'HI

SYARAT
CALON DARI PARTAI POLTTIK

Model8.4 K\AIK-Parpol
2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik

sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan
kepengurusan setelah pendaft aran

1 Model B. g KWK-Perseorangan

1

CALON DARI PERSEORANGAN
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B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO JENIS DOKUMEN HASIL PBIYELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN KET

l. Model BB.r KWK
2. Model BB.z KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
I(abupaten/Kota.

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menialani pidana dalam peniara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka danjujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana

tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang tel ah berkekuatan hukum
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat S Gima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba
atau kejahatan seksual terhadap anak:
a surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

dari kepala lembaga pemaErarakatan
b. putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum

tetap

ADA TIDAKADA MEMENI.JI{I
SYARAT

TIDAI(
MEMENUHI

SYARAT
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Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat 5 Qima) tahun sebelum jadwai pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan
seksual anak:
a. secara
dan.iujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. surat keterangan yang men).?takan bahwa Bakal Calorr

yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan 1'ang
berulans dari Kepolisian sesuai tinskatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara
dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti meqjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau
cuti menielans bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap

b. tidaksedang memiliki tanggungan hutang secara
pelseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara

9 Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannva

10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunl,ai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-101-

t2- Dokumen5nang dikekrarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calonyrang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama calon
b. Tanda terima pen5rampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan P4iakPenghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atos namaft,affi calon, untuk masa 5 gima) tahun
terakhir atau seiak calon meniadi waiib paiak

c. Tandabultiridak mempunyai tunggakan pajak
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,

penjabat Br4rati atau penjabat Walikota bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walilaota

L4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi ljazatl/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah dilqalisasi deh instansi yang berwenang
r6. Naskah visi misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rerrcana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
rang ditarrdata:xani Fasangan Calon

17. Daftar narnal'lim Kampanye tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan /atau kecamatan

rB. Foto Terbanr
a. Pas Foto Berurarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4lembar
b. Pas Foto Hihm Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
c. Foto calon uloran to.2 cm x 1S.2 cm (+R) sebanyak z

lembar
d. Softcopy Fdre sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

Keterangan:
") Pilih salah satu.
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2. CALON WAKIL BUPATI

NO JENIS DOKUMEN TIASIL PEIVF'.T.ITIAIII KELENGKAPAN DAN KEABSAHA}I
DOKT'IVIEN

KET

ADA TIDAKADA MBMEI\IUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENI.'HI

SYARAT
1. Model BB.r KWK
2. Model BB.z K\AIK

3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila
Calon adalahAnggota KPU, KPU Provinsi/KlPAceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota.

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon

5 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani
pidana dalam penjara:
a. Bu}ti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka danjujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana

tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat S Gima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba
atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap
7, Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah

selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat S Gima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan
seksual terhadap anak:
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a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan -iujur pada surat kabar lokal atau nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon
yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara
dari kepala lembaga perrnasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau
cuti mer{elang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

B. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggung iawabnya yang merugikan keuangan negara

9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

1(). Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

L2. Dokumenyang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calonyang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
paiak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama calon
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Tanda penyampaian Surat
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pqiak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa S Gima) tahun
terakhir atau calon

c.
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,

penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
peqiabat Walikota

L4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15 Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STIB), yang

telah oleh instansi yang berwenang
t6. Naskahvisi, misi dan program Pasangan Calon mengacu-

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
yang ditandatangani Pasangan Calon

17, Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

r8 Foto Terbaru
a. Pas Foto Benvarna ukuran 4x6 cm sebanyak4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak4lembar
c. Foto calon ukuran 1o.2 cm x 1S.2 cm (+R) sebanyak 2

lembar
c

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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20 ......

YaagMenyerahlan
Tlm Balal Pasangan Calon/BaLal Pasangaa Calon *f

YangMenerlma
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat

(. .l
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MODEL BA.HP
PERBAII(AN.I{STK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu

;;;;; ,",* ::,:r'i.,fl;; r.,o,ufr"ffJlfl'"r:3H:Il
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat atas
nama:

1. Calon Bupati:

2. CalonWakil Bupati:

Hasil penelitian perbaikan persl,aratan administrasi terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupaten Shrmbawa Bard

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Keterangan:

*) pilih salah satu2

BERITAACARA
IIASIL PENELITIAIT PERBAIKAIT PERSYARATAIY ADUIIYISTRASI DOKI'UEIT

PERSYARATAN PENCALONAN DAIT PERSYARATAIT CALON DAL/TIU PEMILIIIAN
BUPATI DAN WAISL BUPATI KABUPATEN SUUBAWA BARAT TAIIUI 2oi20
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L,'IPIRAT BEMTA ACAXA PEtrELt[IT PERAYARATAT ADUI IAtrRAsI DOI{X' EIT PERBAIXTI| DAIAII PIUILIEAIi BI'PAII DAII
WAISL BI'PAfi X.ABI'PATT,1I SI'UBAWA ETRAT TAIII' 2OiIO

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALOITAIIT

LAMPIRAN
MODEL BA.HP

PERBAII(AN.KWIT

Keputusan tentang
sesuai tingkatannya

Kepengurusan Partai Politik
dalam hd terjadi perubahan

NO JENIS DOKUMEN
iSAHAN DOKUMEN KET

ADA TIDAK
ADA

MEMENT]HI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT

1 Model8.4 KWK-Parpol
2

CALON DARI PER,SEORANGAN
1 Model 8.3 KWK-Penseorangan
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B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO JENIS HASIL PEI{ELITIAN KELENGKAPAN DAI\I KEABSAIIAN
DOKUMEN

KET

ADA TIDAKADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENT'HI

SYARAT
I BB.r KWK
D KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KpU/KIp
Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

4. Surat terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari negeri yang wilayah hukumnya

tem calon
5 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak

menjalani pidana dalam peqjara:
secara
atau nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum

c. surat
tidak
putusan

6. Calon yang telah menjalani masa
paling singkat 5 flima) tahun sebelum jadwal

pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba
atau ahatan seksual terhada anak:
a. surat

dari
keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

putusan yang

7 Dalam hal bakal Mantan Terpidanayang
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat S Gima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana narkoba dan kejahatan
seksual anak:

bandar

a.

a.
terbuka surat

secara
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terbuka danjujur pada surat kabarlokal atau nasional
b. surat keterangan yang men-vatakan bahwa Bakal Calon

yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
benrlang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara
dari kepala lembaga perrnasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau
euti menielang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara

9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

1() Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Kornisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

12. Dokumenyang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan P4fak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
Paiak:
a. Fotokopi kartu Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) atas

nama calon
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b. Tanda terima peryampaian Surat Pemberita[ums,rt
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Onmg Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa S Qima)t&un
terakhir atau sejakcalon meniadi waiib Daiak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pAiFk
Surat keputusan pemberhentian sebagai peqiiabat
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabatWalikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Guiburrur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektrormfr
Fotokopi Ij azah/Surat Tanda Tamat Betaim (STTB),
yang telah dilegalisasi oleh instansi yanghsrwenang
Naskah visi, misi dan program Pasangan CaXscn
mengacu pada Rencana Pembangunan Jnrr€ka Panjang
(RPJP) Daerah Jrang ditandatangani pas*nwtsnn Calon
Daftar nama Tim Kampanye tingkat prordnsii,
kabupaten/kota, dan/ atau kecamatan
Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarua ukuran 4x6 cm sebmqsnak 4
lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sffionyak 4
lembar
c. Foto calon ukuran 1o.2 cm x 1S.2 cm ( [R]sebanyak z
lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, hruuf b, dan
hurufc

Kcter:angan:
") Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO JBNIS DOI(UMEN

SYARA*T MEMENUHI

KBT

1 Model BB.r KWK
2 Model BB.z K\AIK

HASIL PETTIELITIA]\i KBLENGKAPAI\I DAN KEABSAIIAI\I
DOKUMBN

ADA TIDAKADA
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3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila
Calon adalahAnggota KPU, KPU Provinsi/KlPAceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota.

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeriyang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinssal calon

5. Ragi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
__pgn:4qni pidana dalam penjara:

a. Buktitelah mengemukakan kepada publik secara terbuka
danjujur pada surat kabar lokal atau nhsional
!. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mCngenaiterpidrne tiatrk
menjalani pidana dalam penjara berdas-arkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 Qima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba
atau keiahatan seksual terhadap anak:
q. supt keterangan telah selesai menjalani pidana penjara
dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkehatanEukum tetap

7 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidanayang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui
p4ing singkat S Gima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan
bukan mantan terpidana bandar narkoba dan-kejahatan
setlual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara teibuka
dan iujurpada surat kabarlokal atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon
yang bersangktrtan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
lqrulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.
g. surat keterangan telah selesai menjalani pidana pfraraEfr
kepala lembaga permasyarakatan

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetat

t--

d. surat
cuti

menielans

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



(.)
q{

(d
E
-o

t
(!

E

(U

(g
tr
(g
00
$

-o
OJ
th

o
fri
x
O,
o
Ud
o

U)

CEL
(u
U
o.)a
b0
tr
(E

cl
EO

a
bo
bo

(g
+,
&

tr
oq
bo
tr
ftlt
q)
U)x
(sqd

A

x
o
,v
(u

rr1

&

d
oil
(i,
d
(!
E-

E
16

!4
eojl
o
o

tr
(g
&(!

-c(g(nh
rE d)

t- bogJE

FE
uoq)=
B0ii

-(E
"ESE.:
00!
o=gts
.r (U
tr!
,E=)tr ir.tl'-
EOE
ittr
oLv
0)tr
-ts(!
EE.E55dta.c.a

d(!
a
t
A

(!
Po

2

d
(g,=
o(E.tL
E(U
ss
(dHxtr
E&ad

J((!at.c9
Hc
E-q
.o'&
EE(d q,)

otri0)H(,g1

ft,(!r>t.o
EE
tr>
uo,::
EoI
bioqloh(
o=

(g

0)
c..)
,io+)

ad
=i!*E
(gE
bE
HqJ EI

ES
hD,
tr'J((U(gx6trFo(E->
:E€ EEFd
i*r (D (n!3{
6;{'E
i! E'=
it r-5e? 1?

zl,o
FEE
E E.P
f;iE
,}( \J q)

+raY
E.U'r5$ct

U) cQd

o
ect(Eii

EE(Ed

tE
T(g

trd(EL
-cR
EE96)
O0{o.-du)

(!()
€v
li'l:oJ=

o(!ah
GbI
EP
qr !Y

'ustrd(Uor

-oEE50)at

ES.va
'r -Yl
32oo(c*tr
9trS
3f; a
-5o0.'-!J C;,r (D.-
(E_V f
tr.:- Ead(E
GAE

! e$
5E [adtIZE
oo.Q g q,)

tr q aE#

nBma
J4 H C6
-E xtr tr
E Hg;
f,EBH
E H[E E
3 a'eE?
0)drd-e

E gEEE
5 3HF trA AX 

''F

&
(u

vE
.E!

AIg

Es(gd
k€
Bo
tE
;dirE
gE
o(!
o3
a-Y
E'$

..}H'r(E
d!a
.=o)o&
#ardtr
SE
Ec
tr.8oo
EE

EE

a
(g
P(!

A
3A
z
&
(E

A
F
'a
3
&o&oA
!
o

oz
aDtr
(E

.!4.rtr
Lo
.vE
ti(B(J-
Eitr

.G(Etr

EE
E-o
-c(udtr
t-{ Hdc
8re
?.s

EE*'tr'E edA -oA uo :i-rE Slcls ,
_EO E'A

eFX E

BFf,€
tsngt
EUEg
E6f E-c=(E€8 E.:
Er s*
;fl.E8

x
(g
'F

tr(!x(!
o!
u[

P
(l,

a
Eo
trx
(ll€
P

,€
rg
rJ
tr
(U

F
d

c(!
LPo bo(E

-O E.r
E $E.

E€E.:te(!
gEE
'dcR
r-Y{5= H(,(gF

Elg
'E 

E,3(u'(E g
.g!'E: i(
oJ o?
-o o.x'E-E-

E E.lotr.- !E- O

g sS*
Ed u3
.B-'t B t*-o !-o
E:$ii:$5(u0)0)(,gso

(g€(!a
3E
6!E
10b

HA
trOroh
8A
Ep
oo=
(! tr-O

ff{8
, !\,1 aLJ.:i H

E E'$
ho(E E
Y "a
Hofo

.s aH.-Ebl

EEE
^tr c{

'6 
^q)E> o-E

€Et
#tsx
E,e9

-dl(dt
otPl
trl(!lhl
olFIFIal
rrl
.(! I'it'u0

EEIpOl(6>ttra
E3l
sEq:(EI
H >{
l-.'Al
(E(g1

aql
Q.HI

rEl
dvl
i+'61
.- (dl

BEI_v $t
eBqo=l
l& ''gl

I

d
ox
o
(U
g
!
(gja
.j
Q

'r{
otra
6

,r(
h0
tr

0)

tr
G,
A
rdtrvE
.r cl

.-= HH(!

E.VE,
r.a (6

HE
,5 -\

d.g

l)

,olro
F
o
!o
E{

,(!
€
o
$
'l1s
(ds
o)
Ca

E(J
\o
xt
aut{)x5
r!
k(tl

c,o
Fq
o
o
o
($
il
d

tr
(Ep
tro
tx
(B

(E

-oo
rA

E
q)

€x
$
(!
tr)
,y)

r
cd

o
o

U)
(E
tu

,1
(g
!
tro
N
&(!

(E

q)
cn

a
$
tr
I
ol
lo
r-(

x
A
()
q
o

(!,
a&
a

o
(E
(J

o
ot\
d

o o\
o ci + rO \o N

t{
o

I

I

i
I

I

I

I

I

d

I

I

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



-112-

Pilih

YangMenyetahLan
Ttm BaLaI Paraagan Calon/Bahal Patangan Calon *f

Yangileaerlma
Ketua/Aaggota KPU llabupaten Sumbasa Barat *l

(.. ...........1
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BERITAACARA
IIASIL VERIFIKASI PEMENTJI{AN JT]MII\H MINIMAL DAN SEBARAN
DUKI,]NGAN PERBAII(AN DAI.A}I PEMILIHAIV BI]PATI DAI{ WAKIL

BI]PATI SI,,MBAWA BARAT TAHT]N 2o2o
Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua

bertempat di KPU Kabupaten Sumbawa

telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan
sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

atas nama :

r. Bakal Calon Bupati :

MODEL BA-I-ICWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

z. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran

yang terdapat dalam dokumen asli hcrdcopA formulir Model B.I-KWK

Perseorangan Perbaikan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.r-KWK

Perseorangan Perbaikan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran

yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.I-KWK Perseorangan

Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Sumbawa Barat jumlah kekurangan
dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/8A.8-KwK
Perseorangan*) sebanyak
pendukung dan tersebar di ..................... kecamatan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan
sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

r. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hordcopy formulir Model B.r-

::::::::Tffi ;""':"1i)1I1I?I:I;;.J:;Tl::J:J,"ifl il,*",,
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Kota*) atau sebanyak
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama
dengan/lebih dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

z. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pend.ukung,*),

serta dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih
dari") jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir
Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan
tersebar di....................% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/
Kabupaten/ Kota") atau sebanyak

Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka r dan angka
z, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi
Syarat/Tidak Memenuhi Syarat").

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam g (tiga) rangkap dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KlP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. r (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

z. r (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

3. r (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *).

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan:
*) Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2. Anggota

3 Anggota

4. Anggota

5 Anggota
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BERITAACARA
HA,SIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA

PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKT'NGAN PERBAIKAN
DAIAM PEMILIHAN BI]PATI DANWAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT

TAHI.]N 2o2o

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di KPU Kabupaten Sumbawa Barat

telah melakukan verifikasi administrasi terhadap
kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyatan dukungan

:::'Y :::: :*TJ*il, 
*o',u'i dan wak, Bupati

r. Calon Bupati:

MODEL BA.e-trOlIK
PERSEORANGAN PERBAIKAI\I

z. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan
perbaikan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir

Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil;

2- verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi

PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian
Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan
dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

data

bukti
dukungan
pernyatan

IIASILVERIFIKASI ISI
FORMULIR MODEL B.T I(WK PERSEORANGAIY PERBAIKAN

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat,
dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam g (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten
Sumbawa Barat.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. r (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
z. r (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;

3. r (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan:

") Pilih salah satu.

(r) (z) (s)

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1. Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

6. Khusus KIPAceh Anggota

7 l(hnsus KIPAceh Anggota

JumIah
Awal MS TMS
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BERITAACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRA,SI TERHADAP KE.SE-SUNAN DATA

PENDI,TKIING PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILTH TETAP DAN/AIAU
DAIII'AtrT PENDI.JDUK POTENSIAL PEMILTH PEMILIHAN DAIJ\M PBMILIHAN

BT,PATI DAIV WAKIL BI,]PATI SUMBA\MA BARAT TAHUN 2o2o

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua

ribu bertempat di KPU Kabupaten Sumbawa Barat
telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

r. Calon Bupati :

z. Calon Wakil Bupati :

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten

Sumbawa Barat melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir
Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada

Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih
Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan

pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung

sebanyak orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP+

sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung

tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT

dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam S Gima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Sumbawa Barat.

MODBL B.dg-I$lfK
PERSEORANGAII PERBAIKAN
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. r (satu) rangkapuntukpasangan calon perseorangan;
z. r (satu) rangkap untuk PPK;

3. r (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. r (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;

S. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAI{ TANDATANGAI{

1 Ketua

2 Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota
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BERITAACARA
HASIL KU,RIFIKASI DINA,S KEPENDUDUKAN DAN CATATAIY SPIL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di. Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. telah
melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yalag
dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data
dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupa.ti Sumbawa Barat .. atas narna :

r. Calon Bupati :

z. Calon Wakil Bupati :

MODEL BA.3,r-tr(!lIK
PERSEORAIIGAN PERBNKAI\I

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikala yang tidak
tercantum dalarn DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No Uraian Jumlah

1 Jumlah Pendukung Perbaikan
kependudukannya benar.

yang status

2 Jumlah Pendukung Perbaikan
kependudukannya tidak benar.

yang status

3 Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat
dinyatakan status kependudukannya.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan
masing-rna-sing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disarnpaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Strmbawa Barat; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

202o
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sum.bawa Barat

(

Keteransan :
*) Pilih salah satu.

)
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BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGAI{DAAN DUKUNGAN PERBNKAN

PASAI\IGAI\I CALON PERSEORANGAhI DAI.AM PEMILITIAI\I
BI,PATI DAIY WAKIL BT]PATI ST]MBAWA BARAT TAITI,N 2o2o

MODEL BA.+-I$lIK
PERSEORANGAN PERBNKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....... KPU Kabupaten Sumbawa

Barat telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa

Barat atas nama :

r. Calon Bupati:

z. Calon Wakil Bupati :

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

r. Satu orang memberikan dukungan lebih dari r (satu) kali kepada r (satu)
Pasangan Calon perseorangan;

z. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari r (satu) Pasangan

Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.r KWK
Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKA,SI DUGAAN KEGANDAAI\i

No Uraian Jumlah

r. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)
sebagaimana tercantum dalam Formtrlir Model BA.z-KWK
Perseorangan Perbaikan.

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari r (satu) kali
kepada r (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan
tersebut harus dihitung r (satu) dukungan.
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3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari r
(satu) Ixlsangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
mendukung untuk dila}ukan verifikasi faktual status
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada
pasangan calon perseorangan y:rng telah dinyatakan memenuhi
qyarat

5 Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada
pasilngan calon lain dan telah dinl'atakan memenuhi syarat

6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
memenuhi syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 @ma)") rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU
Kabupaten Sumbawa Barat.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. r (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

3. r (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;

4. r (satu) rangkap untuk arsip;

KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan:

") Plih salah satu.

NO NAMA JABATAN TANDATAhIGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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BERITAACARA
IIA"SIL PENELTTIAN FAKTUAL TERHADAP DI,]KIJNGAN PERBNKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGANI DALAM PEMILIHAN BI]PATI DAN

WAKIL BI]PATI ST,MBAWA BARAT TAIIT]N 2o2o OLEH PAIYITIA
PEMI]NGI]TAIV SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian falctual terhadap dokumen dukungan perbaikan
dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ................a1as
nama :

r. Calon Bupati:

MODEL BA-5-IGVK
PER,SEORANGAN PERBAIKAN

z. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada
huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir
verfikasi faktual;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.+-KWK perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat sebagai berikut :
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A. Hasil Penelitian Faktual

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana

tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian falitual lanjutan
tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan
JUMII\H

MS
TMSKARENATIDAI(DAPAT

DITEMUI

(r) (s)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel

Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPUI.AN HA,SIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian MS TMS

(0 (z) (s)

Jumlah keseluruhan hasil
penelitian faktual

Kolom (r) Tabel A + Kolom (r)
Tabel B

Kolom (z) Tabel A + Kolom (z)

Tabel B + Kolom (g) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 Qima) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. r (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. r (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
Pasangan Calon perseorangan;

3. r (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK;

4. r (satu) rangkap untuk PPL; dan

S. r (satu) rangkap untuk arsip PPS.

JIIMI.AH

MS TMS TIDAKDAPATDITEMI.II

(r) (z) B)

TMS

(z)
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NO NAIVIA JABATAN TAI\IDATANGAIY

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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SI,]RAT PERIVYATAAIV
TIDAK MENDUKTING BAKAL PASANGAIV CALON PERSEORANGAIY DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BLIPATI SIIMBAWA BARAT TAHUN 2oao

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTL/Umur
e. Jenis Kelamin

tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mcndukung
dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Sumbawa Barat, atas nama :

r. Bakal Calon Bupati :

z. Bakal Calon Wakil Bupati

daln b ers e dia/tida k b erc e dia*) membubuhkan tand a tangan/cap j empol pada Surat
Pernyataan ini.

20....

Yang membuat pernyataan

( .)
Keterangan:
*) Pilih salah satu.

LAIVIPIRAIII MODBL BA.5-KWK
PERSE ORANGAN PERBAI KAN
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REKAPITUIASI DI]KUNGAN PERBNKAN BAKAL PASANGAIY
CALON PERSEORANGAN DAIAM PEMILIHAN GIJBERNUR DAI{ WAKIL

BUPATI DAN WAKIL BI,]PATI SI,MBAWA BARAT TAHUN 2O2O DI
TINGKATKECAMATAN

MODELB.{.6.I$YK
PERSBORANGAN PERBAIKAI|T

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di ............................, PPK telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat berdasarkan

hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1 Calon Bupati :

z. Calon Wakil Bupati :

Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK

kegiatan sebagai berikut :

r. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh

PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
z. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka r, ada/tidak ada *) keberatan

dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka z **):

D PPK menerima dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon

Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta

bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model 8A.6 KWK -Perseorangan Perbaikan.

telah melak ukan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan

Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian falctual

telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

Calon
yang

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
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TABEL I
IIAIIIL RA}AT PI,ENO REI(APITT'I,ASI DUKUNGAN PERBAIXAN PASANCAN CAION PERSEOBANG'N DI TINGXAT KBCII}IA'IAN

NO URAIAN DESA...... DESA...... DESA...... DESA...... DE,SA...... DESA...... DESADSt. JUMII\H
1 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan
hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana
tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (z)
Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.S KWK
Perseorangan untuk setiap desa.

2 Jumlah pendukung perbaikan pasangan Calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPIC

3 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilaktrkan
pembetulan oleh PPK.

4 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan
memenuhi s5rarat.
((No.r+No.z)-No.S)
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Pasangan

Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat
adalah sebanyak ....... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam + (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. r(satu) rangkapuntukpasanganCalon perseorangan;
2. r (satu) rangkap untuk KPU/KIP lGbupaten/Kota;
3. r (satu) rangkap untukPanwas Kecamatan;

4. r (satu) rangkap untuk arsip PPIC

PPK

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1. Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4. Anggota

5. Anggota
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PERNYATAAIY KE.'ADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DAII\M PROSES REKAPITUIASI DUKTTNGAN PERBNKAN BAKAL

PASAI\IGAN CALON PERSEORANGAN DAI.AM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BI]PATI SIJMBAWA BARAT TAHUN 2O2o

DI TINGKAT KECAIVIATAIV

Dalam proses Rekapittrlasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat di Kecamatan

Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi/tidak terjadi *)

kejadian Hrusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim

Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) 
:

I-AMPIRAN MODBL BA. 6-KWK
PERSEORANGAN PERBNKAN

BAKAL PASANGAN CALON/TINT
BAKAL PASANGAN CALON*) ;"nniiffiffififfiiAAffir1K'

KETUA
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REKAPITI]I.A,SI D{'KUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASAIYGAN CALON
PERSEORANGAN DAIJ\M PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUMBAIMA BARAT DI TINGKAT I(ABUPATEN

MODEL BA.7-KIMK
PERSEORANGAN PERBAI KAI\I

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di KPU Kabupaten Sumbawa

Barat telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen
dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1 Bakal Calon Bupati :

z. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten,
KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh
PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

z. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 4 ada/tidak ada*) keberatan
dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka z **):

D KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia ")
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan

Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan
rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

Calon
hasil
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TABEL I
IIASIL RAPAT PLENO REIG.PITUI.ASI DUKT'NCAN PERBAIXAN PASANGAN CAION PERSEORANCAN DI TINCT(AT KABI]PATEN

SUMBAWA BARAT

NO I.]RAIAN KEC....... KEC....... KEC....... KEC....... KEC. ...... KEC....... KEC. Dst. JUMII\H
1 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4
Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan
Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
berdasarkan hasil koordinasi dengan
Disdukcapil CIMS Dukcapil) dari setiap
kecamatan.

Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernurtidak perlu dikurangi TMS
Dukcapil

o Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon
Perseorangan )ang ditambah dan memenuhi
q4arat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Sumbawa Barat

J Jumlah pendukung pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat

4 Jumlah pendukurrg perbaikan pasangan
calon Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat Kabupaten/Kota.
((No.r+No.z) - No.g)
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan
Calon Perseorangan hasil rckapitulasi dukungan tingkat kabupaten Sumbawa Barat yang dinyatakan
memenutri syarat adalah sebanyak ...... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam + (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. r (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan
pendaftaran;

2. r (satu) rangkap untukPanwaslu Ikbupaten/Kota;
3. r (satu) rangkap untuk arsip KPU l(abupaten Sumbawa Barat.

KPU KABUPATEN ST]MBAWA BARAT

Keterangan:

") Pilih salah satu.
**) Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
**") Diisi untuk Pemilihan Bupati dan I,!'akil Bupati dan Pemilihan \,tr'alikota dan Wakil Walikota

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1. Ketua
., Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota
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PERNYATAAIY KE.IADIAN KHUSUS DAI\T/ATAU KEBERATAI{ DALAM
PROSES REKAPITI]IASI DI]KI]NGAN PERBAIKA}I BAKAL PA,SANGAN
CALON PERSEORANGAT{ DAI.AM PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL
BI]PATI SI,MBAWA BARAT TAHI.]N 2o2o DI TINGKAT KABTJPATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tatrun 2O2O Kabupaten

Surnbawa Barat
telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian ktrusus dan/atau pernya.taan keberatan oleh

Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

BAI(AI, PASAITGAIT CALOIT /TIU BAITAL

PASAITGAN CAI,ON *I KOUISI PEUILIIIAIT UIIUU
IIABUPATTN SUMBAITA BARAT

XETUA

Keterangan:

") Coret yang tidak Perlu.

"*) Kejadian Ktrusus dicatat dan ditandatangani oletr Ketua KPU Sumbawa Barat, dan apabila terdapat
keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani
bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU
Kabupaten Sumbawa Barat.

I-AMPIRAN MODEL BA.Z-KI,IIK
PERSEORANGAN PERBNKAN
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